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ft. 1 PHBM adalab kombinasi antara desa hutan dan petak kerja, pelaku utamanya 
111111111 yang tergabung dalam lembaga masyarakat desa hutan (LMDH). PHBM di 

dllllk~nnakan berbasis lahan sedangkan di luar kawasan hutan dilaksanakan berbasis 
VII kcgiatan PHBM diawali dengan melakukan pendataan dan identifIkasi seluruh 

h pcngenalan desa secara partisipatif(PDP), serta seluruh kawasan hutan pangkuan 
~ uklln penataan hutan kembali, dan dilengkapi dengan perencanaan sosial untuk 

1IJI!li LMDH. Data ini sebagai dasar untuk menyusun perencanaan yang bersifat 
pcngusabaan kawasan hutan (RPKH) / rencana teknik tahunan (RTI). 
pcrsemaian, penanaman, dan pemeliharaan tanaman di KPD dikerjasamakan 

sistem bagi-hasil untuk kayu dan non kayu. LMDH diberdayakan pada 
It'hnngan dan pengangkutan kayu dari hutan ke tempat menimbunan kayu (TPK). 

I MDH dibantu ke1ancaran pasokan baban baku kayunya, dibantu penguasaan 
II pcngembangan pemasaran hasil industrinya. LMDH dilibatkan dalam kegiatan 
til.mgan memborong keamanan hutan. 

111 M dilakukan secara bertahap, diawali dengan (1) Sosialisasi dan dialog, (2) 
(LMDH, FK), (3) Inventarisasi potensi KPD dan potensi desa, (4) Pembuatan 

IIIMII Perhutani dengan LMDH, serta dilakukan (5) Monitoring dan evaluasi. 
hlni Jan LMDH bersifat multikomoditas dan multisektor. Hak garap atas laban 
I ~l1rat Pemberian Hak Garap dari Perum Perhutani yang menyangkut luas lahan, 
111 11)'0 untuk melaksanakan proses PHBM dan proses berbagi hasil hutan kayu dan 

III hersllma-s.ama oleh Perum Perhutani dan MDH. Nilai dan proporsi berbagi 
I nllni dan proporsi masukan faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-
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Pengelolaan Kolaboratir Hutan Produksi Berbasis 

Masyarakat 


(Kasus Pengelolaan lIutan Negara di Wonosobo, Jawa Tengah) 


Soeryo AdiH'ibowo dan Rina Mardiana1 

1. Latar Bclakang 

Krisis ekologi kehutanan yang terjaeli di Indonesia, di mata duma 

dituding scbagai pcny-umbang emisi gas rumah kaca dalam jumIah yang 

signiflkan. Laju deforestasi dan degrddasi hutan di Indonesia pada periode 

1985-1997 telah mengakibatkan penunman penutupan lahan seluas 1,8 

juta ha, yang jumlahnya semakin meningkat menjadi 2,8 juta ha p<lda 

periode 1997-2000. Di Pulau Tawa, bila eli paruh pertama abad 19 

memiliki hutan alam sebesar 11,5 juta lla atau 85 persen dan luas Pulau 

Jawa, maka eli tallUn 2005, tinggal seluas 348.000 11a atau 2,8 persen dari 

Iuas Pulau Jawa. Bahkan luas laban kritis di Pula11 Jawa pada tahun 2002 

sudah mcncapai 2.2 juta hcktar. Pcrubahan penutupan lahan yang dramatis 

ini mcmbawa pengamh besar pada day-a dukung lillgklU1gan PuIau Jawa. 

Implikasi kondisi ini diltmjukkan olch semakin tingginya intensitas 

bcncana kckeringim. d.m longsor dalanl dekadc tcrakhir. yang 

berakibat luas infrasrruktuL prodd.si pert:.mian, kcschalan 

bahkan kematian lA'llUUUWI.. 

I 
, Krisis ekologi di lndonesia tidnk dapat dipandang semata-mai.:l 

scbagai a,.l.;.ibat dari renda.wya pcngetahuan, pendidikan, kcs;]daran 
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lingkongan dan pendapatan masyarakat, serta masalah dcmografi. 

Pembelajaran dari kasus pengelolaan hutan nCg'Ma di Kabupaten 

WOi1osobo, Provinsi Jawa TCllg.-m justru menunjukkan bahwa krisis 

ekologi kehutanan lebih banyak disebabkan oleh masalah-masalah 

struktural, kebUakan negara dalam memandang, memanfaatkan dan 

mengelola sumberdaya alarn yang sangat kental diwarnai oleh berbagai 

kepentingan ekonomi, politik, dan militer negara yang bertumpang tindih 

scjak masa kolonial Bclanda hingga era desentralisasi yang berlangsung 

saat i'li. 

Dala!ll kaslls pcngC\ol<k!ll hutan negara di Wonosobo hendak 

ditunjukkan scbcrapa jauh kcmampuan tata-kelola (governance) 

pemerintah (pusat dan daerah) dalam menata dan memperbaiki 

pengeloJaml sumberdaya hutan agar kemerosotan daya dukung lingkungan 

Jawa dapat dicegah, dikendalik,m dan bahkan diperbaiki. Selain itu, juga 

diperoleh pembelajaran kolaboraiif multipihak kehutanan melalui proses 

transfomlasi pengelolaan hutan oleh masyarakat, potensi munculnya 

mekanisme sosial, kearifan masyarakat dalarn pengclolaan sumberdaya 

alam yang spesifik lokal, serta tantangan yang dihadapi dalam 

mcnmdingkan kesepakatan lmtuk pcngclolaan hulan yang lebih adil dan 

bemawasan c:kologis diantara berbagai pihak. berkepentingan terhadap 

sumberdaya hUlan. 

2. Pendekatan dan Mctode Pcnelitian 

Mcmasukj pcrtengahan 1980an. pala peneliti mulai melihat balma 

kemsak.'ll1 sumbcrdaya alam dan lingkungmJ. tidak semala disebabkar. ole!l 

mas..'llah demografi (tingginya populasi penduduk) dan rendalmya 

kcpeduIian lingkungaa di kalangan masyarakat. Modernisasi, 

Scct./AL For~e.£:v~ i)~ (v",.dov",.e:;lo. 
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pembangunan, dan ekonomi kapitalisme mulai dipandang sebagai faktor­

faktor penting yang memicu kerusakan sumberdaya alam dan lingkungan 

ltidup (Bryant dan Bailey 1997; Goldblatt 1996). Fokus kajian ini 

kemudian semakin menajam pada dna pisau allalisis. 

Pertama, pendekatan dengan fokus kajian pada pertarungan kepentingan 

(interest) dan keku..'lsaan (politic) para aktor (masyarakat 10kal, negara, 

perusaMan. rum badan-badan internasional) dalam akses dan kontrol at.1S 

sumberdaya alam. Ketidaksetaraan rclasi kekuasaan (unequal pOIl"cr 

relalions) antara para aktor tcrscbut dalam mcngakses dan 

sumberdaya alam ditengarai sebagai faktor penyebab till1~ulnya kelllsakall 

sumberdaya alarn di berbagai belahan dunia (Blaikie 1995; Bryant dan 

Bailey 1997; Pelusc 1992, 1995,2003). 


Kedua, pendckatan dengan menggtUlakan pisau analisis antropologi 


kebijakan (the anthropology of policy). Melalui perspektif antropologi 


dicoba diungkap sejauh IllaIla berbagai aspek sosial-budaya kebijakan, 


t 

relasi antara kebijakan dcngan para pembuat. pelaksana dan 

penerimaisasaran kebijakan. Studi antropologi kebijakan menelaall 

kcterkaitan antara nonna dan institusi, ideologi dan kesadaran, 

pengctalman dan kekuasaan, retorika dan waeana, serta nlakna dan 

inlerpretasi, global dan lokal dalarn koutcks kebijakan (Shor~ dan Wright 

Dalam pcndekatan ini kebijakan dip:mdang bukan sckcd<lf rctorikn 

tetapi mcmpakan ruang kontestasi kcpcnlingan, snam siapa yang 

bcrlaktl lmtuk didcngarkan dall bagailllana WaC(l1l3 dibual oleh pihak 

pemegang otoritas. Sehi ngga, s(~pcrli \Jalnya ekologi politik, rclasi 

kekuasaan dikalangan para plhak yang berkepcntingan dengan kcbijakan 

juga rnerupakan faklor penting )i1ng ditelanh dalam antropologi kebijakan. 
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Tmnpak bahwa baik pendekatan ckologi maupUll anlropologi 

kebijakan keduanya menempalkan kekuasaan (power) scbagai faktor yang 

1"IPI,"'nt<,. untuk ditelaah. Bcd8nya, cialam konteks kebijakan, ekologi politik 

melihat bagaimana kontestasi kepentingan ekonomi-politik dan kekuasaan 

para aktor mempengamhi arah kebijakan untuk akses dan kontrol 

sumberdaya alamo Sementara antropologi kebijakan mcneropong 

bagaimana kebijak,m tersebut dapat beketja sebagai instrumen tata kelola 

snalu pemcrintahan dan sekaligus sebagai kendaraan politik 

Hnluk mclapangkan jalannya suatu kepentingan. 

Olel! kalallgulJ politik, dirandang sebagai produk 

kontcstasi para aktor yang bertarung untuk akses dan kontroL 

SCll1~ntara di mata anlropologi kebijakan, kebijakan dipandang scbagai 

diskursuslkckuasmm, scbagai agen kebudayaan, atau sebagai upaya 

pcngorganisasian masyarakat olch pemcrintah. Ekologi politik dapat 

mcngupas dengan kritis Inmifikepentingan suatu kebijakan. Sementara 

'liltropologi kebijakan dapat mengupas dengan baik cfektivitas pcngaruh 

suatu kebijakan. Ekologi Jebih meneropong kebijakan yang 

bcrkcnaan dcngan pCllgelolaan sumberdaya alam Scmcntara kajian 

antropologi kebijakan tidak dibatasi hanya pada kebijak"ill sumberdaya 

alai:!. Dalam pcnelitian ini kedua pendekatan tcrscbut -ekologi politik dan 

an1ropologi kcbijakan- akan digul1£lkan $Ceara simulum Illcngingat 

kcdnanya ~aling mengisi atau komplemen (Libat Gambar 1) 
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Gambar 1. Perspektif Ekologi Politik dan Antropologi 
Kebijakan 
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Kajian illi menggunakan metode kualitatif. Pcngumpulan data 

dilakukatl dengan wawancara mendalam dati dokumen kebijakall. Ada 

trndisi panjal1g dalam antropologi untuk memperlakukan material 

bersejarab sehagai $\lrnher data etnogrufis yang bernilai. Pendekatan yang 

sarna juga bisa dia!nbil dalam mcnganalisis dokumen-dokumen kcbijakan 

sebagai teks kcbud:'!yaan (Shore dan Wright 1997). Dalam metode 

Foucault, arkeologi dilihat sebagai penyelidikan arsip-arsip wacana (Gavin 

dan Wickham 1999). 

Dat3. prim.:!' yang dikumpulkan lx:rupa selUtuh kel>ijakatl. atau 

pCr<llufan perundang-undangan Icotang pengelolaan sumbcrdaya alam 

yang, dilC'lhiikan olch pcmerintllh pllsat., provinsi, dan dacl11h Wonosnho; 

melakukan wawancara mcndalam deogan bcrbagaiinstitusi,dart para aktor 

bcrk~r(~ntinean fnl.llai di ringkat nasiona!; regional, Provinsi Jawa Tcngah, 
. -

Kabupatcn Wonosooo hingga ke tingkat masyarnkat desa hutan. 

Selanjutnya dilak'ukan anaJisis data. 

AnaIisis isi dila\...,lkan terlJadap Selu11lh dokumcll pt"f8rufill1 

perundaagao. Analisis lsi dimaksud'<an untuk mengctahui seberapa juuh 

yan£, di[('(bilbll1 IIh,'ll?,an(!!fI'1', unsur·m;,>ur a/au oIclllcn-elemcn 

renting !JntuK tata·kclola pew:egahall, pcngc:ndalian dan pcrnulihan 

kemb,-;.li daya lil'[',ktln£"M d;;ilarn kt,nrd;s eknsi"Wm Jawa. A.!laiis:'1 

data iuga djjhbkan {.h:-ng<tr: m<:,mherikm; pcrhi:lttan kepilda de~krips; dm", 

<lnR!isa SebU.:lh wucanaJdiskursus b.::scrta deknya. AnaJisa data 

pnJ:~;':S ··\i.::kolJkk~(uali$asj" dan "rekonlekstuaUsasj" 

yang IlH.::ngnastlbn illJa!isa "tingkat tinr}?,i" dengan mcmiJah-mi!U1: salllpai 

ke:-:n\uan aJau ,,(,Ina h::ri{";'Jfd dis,; kfrnud;~.Gj 

dcngan nlcn2..~llnakan skt::rnn dan nardS: yan,g. lebiil ko;npteks G;.~!~ kait 

,SOCiM~ i-Dr t~t.r;.1 f)~ {v1-vii)Vv:.:~L(? 

'Z~'<- Pt:N<;,',.{Q(<fif'f !.~""k-t~ ~44 112 

mengait (Tesch 1990). Khusus untuk menganaIisis Pengelolaan 

Sumberdaya Hutan Berbasis Masyarakat di Kabupaten Wonosobo, juga 

akan dilakukan refleksi terhadap sikap, ucapan dan tindakan politik-sosial­

ekonomi dati para aktor berkepentingan yang terlibat, baik melalui 

wawancara secara Iangsung alauplrn melaIui pendapat dan pemikirrumya 

yang dipublikasikan dalam media massa, makalilll seminar dan lain 

sebagainya, seru.ngga tetjadi penafsiran intersubyektif. Hasil penafsiran 

ini kemudian dirclasikan dengan cakrawala teori yang teIah dibangull 

untuk langkah awal konstruksi pernikirart teoritis_ 

3. Ideologi d:m Rejim Kehutanan di Jawa 

Rejim penguasaan hutart dari waktu ke waklu tcms mcngalmni 

pembahan. Setiap rejim mengusung perspektifnya masing-masing atlls 

sistern pengelolaan sumberdaya hulan yang diterapkan. Ideologi kellutanan 

yang dikonstruksi oleh arsitek pendahulunya bolehjacli tetap S3ma, namun 

perubahan setiap rejirn sudah barang tentu membawa konsekucnsi dan 

implikasi penting dalanl hal pola akses dan kOlltroi atas sumbcrdaya hutan 

(Gambar 2). DialvllJi dati rnasa masyarakat bemkses bebas tcrhadap 

hutan, berlanjut pada rcjim kekuasU311 kerajaun iiusantanl, rnasuknyu 

pemerinlah kolonial Bclanda orde lama, orde baru, hingga era re[onnasi 

yang menggelontorkan gagasan desentralisasi. 

Ketika hutan masih herakses bebas, h31npir bisa dik&takan tiada 

masalah krusial yang menyelimuti persoalan akses dan kontrol masyarakat 

terhadap sllmberdaya hulan. Ketersedia311 sumberdaya hutart melimpah 

ruah. berhadapan deugatl kependudukan yang Satlgat rendah. Pada masa 

hutan aci1.lah surga bagi masyarakat yang menyediakan segal a 

kebutuhan manusia. Kondisi ini mulai bergescr scjring munculnY.l sistclll 

sOGLaL Fm-esh'tJ DL 11JI.d000..ec:;~Cl 
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kerdjaan. Ideologi penguasaan terhadap suatu wilayab mendorong 

kerajaan lllltuk memperluas kawasan hutan. Semakin besar kawasan hutan 

masuk wilayah keraj81ill, artinya semakirt besar pula kekuasaan raja. 

Rutan sebagai aset ekonomi dan politik kerajaan mulai mengemuka. 

Bentuk-bentuk ekonomi politik hutan bagi raja terbllllgkus dalam bingkai 

kebudayaan. Budaya patuh dan tunduk terhadap raja merupakan ideologi 

yang ditanamkan kepada rakyat. Kebudayaan bekelja di ranah deep 

sfrukfllr£'. daiam pikiran schingga raja' berupa penyerahan 

hcrbagal h;J~;il pallcn smllbcrdaya 313m kcpada raja. dilakukan rakyat atas 

daSf/f h:sadarall dall individual secara ko1ektif. budaya 

bckclja untuk dan atasnann! motif ekonomi politik sang raja. 

Kedatangan Belanda ke Indonesia mcmiliki misl ekspansi kapitalis 

terbadap sumberdaya almll. Keberhasilan Belanda mcnaklukan raja-raja di 

Ja\ya untuk tunduk dan mengakui kekuasaan pemerintah kolonial Belanda 

tidak terlepas dari kelihaian pemerintah kolonial memasuki ranah 

kebudayaan Jawa dan politik pecai1-belah Belanda et impera). 

Sehingga P.1da taltun 1596 Kangsi Dagang Hindia Timur (VOC -

Verelligde Oost Jndfsche Compagnie) mulai mclak.llkan eksploitasi 

tarullnan (Tectona grandls) di Jawa. Kemudian VOC dengan 

Pcmerintah Kolonial Belanda sebagai pemilik dwl 

administratur penguasaan hutan jati sekaligus mengubah sistem 

penguasaan hutan yang sebelumnya berada di bawah kendali sistem 

kerajaan Jawa. Di t311llll 1808 Dinas Perhutanan Kolonial (Diensl ;'an her 

Bosch1l'ezen) dibentuk dan dibcri lL:'lk menguasai pohon, dan tenaga 

kelja. Dcngan dcmikian warga desa hutan too memiliki akses terhadap 

butan kecuali han) a memungut reneek dan hasil hutan non-kayu. Semakin 

,.Sr~~~ LFcres::Y:r; [':IS f V\."?'0J1l",e:;~-C{ 
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lama peraturan yang diberlakukan ini rnenjadi semakin ketal. Warga desa 

butan bahkan tidak diperbolebkan mellgambil apapllll jenis pemanfaatan 

hutan tanpa seizin negarn. 

Kegiatan eksploitasi hutan oleh pemerintab kolonial dikukuhkan 

pelembagaan hukum mengenai pengelolaan hut an, yakni 

Boschordonantie voor Java en Afadoera (Undang-lIlldang Kchutanan 

pacta 10 September 1865. Produk Imkuill Jawa dan 

yangkchutanan ini merupakan yang pertama kali 

dengan nama Reglcmcl1 Kehuwmm J865. Tidak bcr:l\l:! i:1I1I:I 

pClIlcrilllah kolonialsetelah terbitnya instrumen kehutanan 

mengeluarkan peraturan agraria 1870 (Domeinverklaring 1870) yang 

isinya mengklaim balnva lalmn hutan yang tidak dibebani hak menjadi 

milik Ncgara, yang artinva mengeksklusi hak akses dan kontrol 

masyarakat pribmni atas laban kehutanan. 

Kemiskinan penduduk sekitar hutan menjadi fenomena faktnai, 

Sumberdaya hutan menjadi . ajang peq,'Ulatan ekonorni-polit.ik antam 

pemerintah kalamal dan masyarakat lokaJ. Tudingan kriminalitas, 

intimidasi, dan berbagai kekerasan acapkali dihmcurL111 olch pcmerintah 

k::llonial terhadap berbagai tindakan resistensi dan aksi manipulatif 

masyarakat sekitar hutan untuIe akses ke sumberdaya lillIan (PelIISO 20()()). 

Sebagai langkah resolusi konflik maka di tabun 1935. Belanda IIlClllheri 

akses !uasyarakat desahutan selama dua sampai tiga tahull oi '\ahaH hlltall 

dengan sistem turnp,mg sari di hut3Il jati. Hingga bcrakhir lIlas;, 

kckuas'lanllya, Belanda melaksa.nakan program terascring dan rcdistribusi 

l311.an dcngan sasa.mn pet ani bcrlahan sempit sebagai ba:si,m pembaruan 

tanggungjawab pada masyarakat (yan Dijk 2002). 
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Tahun 1942 Dinas Perhutanan Jepang (RTZ -Ringyoo Tyuoo 

Zimusyoo) mengambil alih penguasaan hutan di Jawa dari pemerintahan 

kolonial Belanda. Di masa pel!iajahan Jepang, nasib warga desa Imtan 

menjadi lebm tragis. Eksploitasi ka)U di masa penjajahan Jepang 

jurnlahnya diperkirakan dua kali lipat dibandingkan pacta masa kolonial 

Bclanda dan tidak ada aktivitas rcboisasi. Dengan demikian kerusakan 

Imt<li1 di Indonesia menjadi sangat parah. 

Eksploitasi dan scnu!kin rus.1knya kondisi hut,m di Jawa bcluI11 juga 

berhcllti bahkan ketika di mas;} Indonesia telall mcmproklamasikan 

kcm('fdckaallllya (Tahun 1945). Pcmcrintah Indonesia di masa revolusi 

mcmpertahankan prinsip dan sistcm pengelolaall hutan yang sentrdlistik 

sebagairnana masa kolonial Bclanda, tennasuk didalamnya 

memperlakukan masyarakat desa sebagai penyerobot lal13ll dan maling 

kayu. Kebijakan kelmtanan dirumuskrul di pusat,. dan seluruh keputusan di 

daerah hams sejalan dengan kebijakan nasional (peluso 1990). 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1952, Jawatan 

Kehutanaa Pemerintall Indonesia diberi kewenangan untuk menguasai 

tanah-tanah Negara yang ditetapkan sebagai km,asan hutan. Wewenang 

penguasaall tanah-tanah hutan oleh Jawatan Kehutanan scmakin dipcrtegas 

dan diperkuat dengan Peratllran PcmeIintah No. 8 Tahun 1953 tentang 

Penguasaan T<U1ah-tan3.h ~egara (~urjaya 20(0). Kcmudian pcm.:rintah 

mcnerbitkan Peraluran Pemerin~ah No. 17 sampal No. 30 TahllIl 1961 

tentang Pembentuk.:11l Perusahaan-pcmsahaan Kchutanan Ncgara 

(perhutani). 

Rejim Soeharto di em Pcmcrintahan Ordc Bam (Orba) Illclllpcrku:lI 

idcolog: petmnbc.han ekonomi dan pcnlillgnya l"X:uJ-(ua.";aall kawasan 
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kehutanan seeara politik. Guna mendukung upaya ini, pemerintall 

mencrbitkan UU No.5 Tahun 1961 tentang Ketcntuan-kctentuan Pokok 

Kehut8nan (UUPK 1967). Dalam UUPK 1967 ditegaskan bahwa 

Perhutani merupakan pcngelola hulan negara di Jawa. mcwarisi hutan 

yang dulu dikelola Dinas Kehuta:rum. Hindia-Bclanda di Jawa (2,5 juta 

hektar arau 20% luas Pulau Jawa). 

Dalanl kebijakan kehutanann}<l, Pcrhulani mcluncurkan program 

serba guna, menghidupkan kembali sistcl1I IUlllpang S1ln .. dan pcmbcrian 

akses kepada masyarakat selama dUll> lahull.. scbagailll;ll:a waris:ln hlldaY;1 

pengelolaan hulan zalllan kolonial Bclanda. Sis\clll mi .. scslIllgguhllya 

menyimpan benih pcrsoalan kctidatpastian status tenurial kelika lllasa 

akses masyarakat dcsa hutan telab. habis. BallkaIl keadaan meqjadi 

semakin rumit manakala penduduk Jawa jumlahnya semakin tinggi, 

sehiugga luas tanah yang dikuasai semakin sempit Implikasinya 

masyarakat desa kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan, pakan 

teroak, dan kayu bakar sel13ri-hari. 

Di era refonnasi tallun 1998-1999 penjarahan hutan dan konflik 

tenurial scmakin meningkat. Konsensus nasional di era refonmsi 

selanjutnya menggulirkan kebijakan desentralisasi atau Otonomi Dacrah 

mclalui UU No. 22 Tal1Un 1999 tentang Pemerilltah Dacmlt. Seirama 

langgam desentralisasi, di sektor kehutanan diterbitkan Undang-undang 

No. 4l Tahun I999 tentang Kehuj(l!"klll. yang sccaia otol1Jalis 

mcnggantikan UUPK 1967. Bcrkaitan dengan keberac!aan Pcrhlllani. 

pcmcrinlah mcnerbitkan Peraturan Pemcrintah No. 53 Tallllll 1999 tcntang 

Pemm Perhutani, yang pada intin~a kembali mencgaskan pernn Penun 

Pcrhutani sebagai pengelola hUtan negara di Jawa. Tampak bahwa di era 

SD(i9.L FDre:;tr~~ Dl 10..dOvte~~tl 
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Gambar 2. Ideologi dan Rejim KellUtanan di J3\\a 
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refonnasi tarik-menarik pengelolaan Imtan negara olch pusat dan 
4. Akses tcrhadap Sumbcrdaya Rutan

pemcrintah daerah menjadi semakin mengemuka. 
4.1 Sumbcr Konflik Pengcloillan Hutan 

1%7' { U f',~;;;,,): 1":;;11,:",-";1,1,­

I 

Ge10mbang rcformasi 1998 te1ah melcmahkan pemerintah pusat dan 

memecah belah kelernbagaan yang dibangun diatasnya. Irnplikasi 

Janjutannya, refonuasi melahirkan kebijakan desentralisasi yang juga 

memicu tetjadinya gelombang tarik-menarik pengelolaan aset dan 

smnberdaya alam antara pemerintall pusat dan daerah. Ballk~ ketika 

masyarakat lokal dan pemerintall kabupaten'kota memasuki mang politik 

secara otomatis kelimpallan keh'llasaan pcmcrintah pusat tumt rnelemah 

Reforrnasi menjadikan hutan negara bcrakses terbuka (open at.cess). 

Bcrbagai tckanan rejim sentralisasi yang bcrcokol selama hampir 32 tahun, 

dilampiaskan dalanl aksi demonstrasi yang ditujukan untuk merusak 

simbol-simbol pcnjajahall oleh pusat dan eksploitasi kapitalis. Momentum 

refonnasi telall menyuntikkan energi bcgitu bcsar sehingga lnasyarakat 

desa sekitar hutan berani berinisiatif mcngambil alih lallan kosong dan 
I 

hutan rusak yang dalmlu dijaga ketat oleh para mandor Perhutani, dan 

I 
t menghijaukan hutan negara tersebut sebagaimana tata kelola di hutan 

rakyaL 

I 
UU No. 22/1999 mcnctapkan otonomi pada tingkat kabupaten dan 

kota. Unciang-undang ini pada prinsipnya meng.1.k'Ui keberagaman daerah 

dan hak bagi daerah untuk m;;ngdola sumberdaya alam di \yilayahnya. 

i Kabupaten dibc.i peluailg untuk rncngarur pemcrintahan send'iri, lcon<lsllk 

kegiatllil masyarakat setempat, serta n:cngembangkan kebi.;akan yang 

spcsifik sesuai kebutuhan loka1. NaHum 5cmangat 

desentralisasi iui tidak sejalan dengan UU Kehutan:m No. ,f II! 99'). 

Dengan demikian kewenangan pengelolaan lIutan negara arena 

Soc.LI.l[, fot'estrij T)L Iv.dwvesi.a 
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pertamngan kekuasaan bam antara pemerintah pusat (Departemen 

Kehutanan d:llI Perum Perhutani) dan daerah (pemerintah kabupaten dan 

masy81'8kRt desa sekitar hutan). 

Perum Perhutani mcnvatakan dirinya scbagai lembaga otonom dalam 

pengelolaan smnberdaya hutan di Jawa karena bersandar pada peraturan 

pcrundang-undangan yang mcngatur tcntang BUMN. 

Dihlin sisj, Pasal 10 ayat [1J UU No. 22/1999 menyebutkan bah"va: 

"J)(wrah herwenang menge/o/a sumberdaya na.~hmaf yang tersedia di 

Irillll'I1/IIIYO dOll h!'rlaJl,,<'<?lIl1g-.;aH'ah melllelihara kelestarian lil1gkungan 

,,('SlIa; dUl1gan peroillran perundang-undangan ,,2. Semcmara itu di dalum 

Pasal 66 ayat UU No. 41/1999 menycbutkan: "Dalam rangka 

penyelenggarac.11 kehutmwn, pemerintah menyerahkan sebagian 

kewenangan kepada pemerintah daerah". Meskipun ketentuan ini tidak 

pemah dijabarkan secara jeias, namun kedua ketentuan tersebut telah 

digunakan sebagai dasar hukum yang menguatkan iliat daerdh dalam 

memaknai desentralisa:;i pengelolaan sumberdaya hutan. Aka..! tetapi, di 

dalam ayat [2J Pasal 66 UU 41/1999 dinyatakan bahwa penyerahan 

kewenangan yang diserahkan adalah pelaksanaan pengclolaan bUlan yang 

bersifat operasional. Selanjutnya tunman Pasal 66 ini dijabarkan dalam 

PP No. 34 Tahun 2002 t~ntang Tata Rutan dan Pen}'Usunan Reneaua 

Pengelolaan HutaIL Pemanfaatan Hutan dem Penggunaan Kawasan Rutan. 

Kehadiran PP ~+12002 ini aleh pemerintah daerah justm dipand1ng telah 

mengeeilka.tl semangat desentralisasi pengelolaan slilllberdaya hUlan, dan 

Penh,,! kewenangan daerah tersebut pcmcrintah 1'1' Nc>. :';'i.':~i)(X) tcnl,lllg 
Kcwena.ngan Pemerinlah Pusa! dan Pemenml1h scbngni d:l<'rah <'(nnOI1l. lSI d"bm 
PI' ini Justru fjOak menguraikan !ebih lanjut mengenal ke,"cnangaq ,Ll<'r',h bIb"!,,,!,,,,. [!'lap' 
malal1 rne=nguraikan ke ~·efl:.Ingan Pus-at dan ProvTnsi. 
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sebaliknya semakin memperkokoh eksistensi Perum Perhutani sebagai 

BUMi~ yang eksis mengantongi otoritas pengelolaan sumberdaya hutan 

lintas k1tbupaten di selmull Pulau Jawa. 

".2 Aktor-aktor Berkepentingan 

Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKMP) Jawa Tengall 

adalah inisiator awal yang mcmainkan peranan penting dalam mdetc'lkkan 

gagasnfl upaya penyeJesaian persoaJan sengketa tata guna lalmn dan 

pcnjarahan huL:11l di W01l0sobo. Aklor utaIna FKKM di,mtaranya 

lllcntpakan kalangan ahademisi dad Fakultas Kehutanan Universitas 

Gadjall Mada (UGM). Di awal tahun 2000an, FKKM yang beranggotan 

LSM ARuPA dan Yayasa...! Koling seeara konsisten aktif melakukan 

diskusi dengan DPRD Wonosobo. 

Muatan diskusi yang dilakukan oleh FKKM, ARuPA, dan Yayasan 

Koling berkutat seputar persoalan otonomi daerahldesentralisasi dan 

maraknya penjarahan hutan di W onosobo. Ketika disadari bahwa 

persoalan pengelolaan hutan di Wonosobo tennasuk dalam kategori 

kronis, maka keikutsertaan peserta dis"-Ilsi diperluas dcngan melibatkan 

aktor-aktor lain yang berkepentingan terhadap pcngelolaan swnberdaya 

hutan di 'Vonosobo (Pcmda, Perhutani. Warta\van, dan LSM Lokal). 

Selain im, yang terpentiilg adalall dorongan untuk melibatkan petani hulan 

alau pesanggcrn .'lang bcrmuklffi disekitar area hutan negara kckuasaan 

Pcrhutani. Keniseayaan mclibatkan petam hulan menjadi tak tere:akhllll 

mcngingat pet:'Uli sckitar hutan ad"llall ak'tor tertuding utama yang tclah 

mclakukan berbagai aktivitas penjarallan dan pengrusakan hulan negara 

)Jada saat refonnasi 199811999 berlangsung. Disisi lain, masyarakat dcsa 

sekitar hutan pu1alak yang menjadi aktor yang tcrmargmalkan dan palmy, 
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rniskin di era Orde Bam, ketika akses dan kontroI masyarakat dcsa hutan 

ke kawasan hutan negara menjadi tertutup dan tindakan kriminaI apabila 

bcnrni menerobos masuk kedalmnnya. 

Proses diskusi scmakin lama semakin gencar dan rncl~jadi agenda 

rutin dalam rangka mengurai akar persoalan dan mcnggalang 

kcscpemahaman strategl, dan kcbijakan yang tepat 

yang ak:u, ditcmpuh olch para aktor berkepenting<Ul terhadap pcngelolaan 

hutan di Wonosobo. LSM ARuPA aktor yang 

sclalljutnya IIlcmperolch mandat mcnyusul1 r.askah kcbijakan lJ\;;ug\;IUlddll 

hulall WOllosobo. dan rancangan kcbijakan y31lg dituangkan 

ARuP A kcdalam naskah rancangan kcbijaJ:.u11l tcrscbut, pada dasarnya 

Illcrupakan hasil kulminasi diskusi-diskusi yang dilakukan bcrsama-sarna 

dcngan bcrbagai di Wonosobo. 

Dalam pcIjalannya, gesckan kcpcntingan antar aktor mulai mencuat 

kc permukaan. Ketika ide-ide dan flmlUSaIl konsep dianggap tidak 

sejalan, maka pilihan strategi pengelolaan sumberdaya hutan seolah 

menjadi arena kontcstasi para dimana ak.1:or yang satu berupaya 

menegl:lsikan kepcntingan rcjim aktor laiollya. dan atau aktor ) ang lllcrasa 

kuat atas das:if Iegitimasi kebijakan menjaeli haus untuk mclcbark,m alas 

kekuasaan. 

K ontestasi para aktor (Garubar .» dalarn pengc101aan hutan eli 

Wonosobo mcngbadapkan pCll1erilllah pusat di satu sisi, yakni 

Departemcil Keh1ltanan RI dan Perum Pcrhutani. Scmentara ak"1or di sisi 

yang lain adalah DPRD dan Pcmcrintah Daerah (Bupati. Dinas 

Pcrkcbunan dan Kehutanan Wonosobo). 

SOC~t"C1l Frn:sh"O f):. iv\.vi('V\"t..",~;A 
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Perseteruan semakin kompleks, karena konsep pengelolaan hutan 

Wonosobo yang diusung Pemda Wonosobo didukung oleh tiga kelompok 

masyarakat, yaitu: Pertama, akademisi. Melalui Forum Komunikasi 

Kehutanan Masyarak:at (FKKM), beberapa akademisi dad Universitas 

Gajah Mada (UGM) memberikan masukan penting dalam dialog mengenai 

penjarahan hutan, sengketa, dan pengembangan kebijak:a.'1 perhutanan. 

Kedua, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berorientasi pada 

pengelolaan sumberdaya alam berbasis masyarakat. Beberapa LSM yang 

terlibat aktif dalarn pendampingan tersebut, diamaranya adalah Alian!.i 

Relawan untuk Penyelematan Alam (ARuPA), Knr;.'Cfvasi Lingkungllll 

(Koling), HuMa,Jaringan Kelja Pendamping Masyarakat (JKPM), 

Wahana Lingkungan Hidup (Walhi), Pusat Kajian Hutan Rakyat (PKIIR). 

dan Forest Watch Indonesia (FWI). Ketiga, media. Adapun media yang 

digunak:an meliputi mdio lokal di Wonosobo yang r;;:aranya berisi dialog 

interaktif mengenai pengelolaan hutan berbasis masyarakat; di samping 

media massa nasionaI dan internasional (televisi, surat kabar, dan internet), 

.'~., 

( Perum "I
I. ",.,..,,,....;.,;, 1 
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Gambar 3. Kontestasi Aktor dalan Pengeiolaan Huta."1 di 

Wonosobo 
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4.3 Arena Kontestasi Diskursus 

Perhutani melaporkan bahwa hutan negara yang dirusak dan menjadi 

lahan kosong di Kabupaten Wonosobo mencapai 10%. Lebih lanjut, 

sebanyak 72% kerusakan tersebut disebabkan oleh gangguan keamanan 

yang berkaimn dengan masalah sosial, terutama penjarahan humn. Sejak 

tahun 1998- 2000, hutan yang dijarah diperkirakan telah mencapai kisaran 

antara 2.300 sampai 5.000 hektar (Adi et a12005). 

Tab!>ll. Tanah Kosong pada Lahan Hutan Negara di Wonosobo 
Tahun2000,.._. 

PCllyebab Kerusakan H"tan di 
lahan Hutan Negara 

KPH Kedu 
Utara (Ha) 

KPH Kedu 
Selatan (Ha) Total 

twas hutan nefiara yang diketola 
Perhutani 

9.967 9.728 19.695 

Akibat gangguan keamanan 

PerKu ri an pot: 0 n 37 165 202 

Penjarahan hutan 327 246 573 

Pemblblikan 0 0 0 

Sengketa !ahelfl 0 0 0 

Penggembalaan 0 0 0 

Kebakaran D 0 (} 

Perencekan 4 0 4 

Lain-lain 11. 657 668 

Sub Total 379 1.068 1.447 

Kegagalan reboisasi 0 0 0 

Konversi menjadi hutan Iindung 547 0 547 

B€ncana alam 0 0 0 

I-'.ama/penyakit 

Tanah kosong dalam po!nyelolaan 
Perh"tani 

!Per:sentase Tanah kosong 
---­

I 

0 

926 

0 

1.068 

0 

1.9$4 

I 

9% 11% 10%1 

Sumber: Adi et al 2005 

Kehadiran kebijakan otonomi daerab memberikan mung keplldn 

setiap Pemenntah Daerah untuk bertanggung jawab terhadap peng'~lolaan 
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sumberdaya alam, termasuk di dalamnya adalah sumberdaya hutan (pasal 

7 ayat 2). Hal ini membuka ruang bagi Pernkab Wonosobo untuk 

mengambil Iangkab proaktif merumgani masalah pengelolaan hutan. 

Terlebih Jagi dengan dimasukinya mang ini Pendapatan Asli Daerah 

(PAD) Wonosobo dan hasi! hutan dan industri hasil hntan berpeluang 

besar meningkat. 

Arus kekuatan yang mendukung pengelolaan hutan negara oleh 

pemenntah kabupaten semakin menguat berkat adauya dukungan dari dll<! 

aktor penting di luar Wonosobo, yakni kalangan akademisi dad UGM 

yang menyalurkan pandangan dan kekuasaannya (power) melalni Forum 

Komunikasi Kehutman .Masyarakat (FKKM). Selain itu dukungan kuat 

juga berasal dati kalangan LSM yang mendorong desentralisasi atau 

devolusi pengelolaan hutan produksi di Jawa. LSM-LSM ini memiliki 

jejaring mulai. dati tingkat intemasionaI, nasional, hingga lokaL 

Para pendukung desentralisasi peugelolaan hutan produksi di Jawa 

ini menyalurkan pandangan dan sikap politiknya melalui media massa, 

pertemuan-pertemuan dan diskusi, serta lobi. Di tingkat 10k:tI p~lnd(lngart 

dan sikap politik ini disalurkan au lara lain mclalui radio bkal di 

Wonoso!::o yang acarnnya berisi dialog interaktif mClIgcn:1I pcngC!ola:lll 

butan berbasis masyarakat. Di tingkat yang 1cbih luas media ectak ben ira:.. 

nasional dan internet digu..lakan sebagai medium penyebarJuas:m gagasan 

dan sikap politik pro dcsentralisasi penge101aan sumbt::rda) a afalll. 

Pada a,,'a1 tahun 2000, pertemuan para pihak bcrkcpclliingnll 

(s{c:keholders) lerl4'1dap sumberdaya hutan di Wonosobo mcnggagas 

f'd.l1Cangan Peraturan Daerah (perru) yang mengatur pengelolaan 

sumberdaya hulan. Proses komwrikasi awal tersebut diaklliri dengan 

SOCLOlL Fm·e:;tyJ.1 t:>~ 1,'i.dDvvesL!< 
::t~Ji P~~';?t~ 125 



~llliillllliillllllll!1111111111111111111111111111 


kesepakatan untuk melakukan dialog secara intensif Berbagai putaran 

dialog dilakukan secara berkesinambungan bersama OrnoplLSM, 

OR/kelompok tani, dan DPRD hingga Agustus 2000. HasH proses dialog 

awal ini membual1kan kesepemallaman para aktor untuk melakukan proses 

inisiasi kebijakan Kabupaten untuk menydesaikan permasalahan 

sepert! penebangan liar, peminggiran masyarakat dan pendudukan lallaIl 

Proses itu kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan tiga skema 

allernatif pcngc101aan hut,ill di WOllosobo. Pcrtemuan ini dihadiri olch 

Ornop/LSJ\.1. OR/kelompok tani, DPRD, ditambah dengan wakU 

PC!IIda dall Pcrhutani. Hasil pcrtcll1uan lUcnycpakati scbuah skema 

yang lIulan Kcmasyarakatan (HKru) yang akhirnya draft 

tersebut diberi nama Pengelolaan Sumberdaya Hutan Berbasis Mas)'arakat 

(PSDHBM). 

Rangkai,m kegiatan para pihak tersebut difasilitasi oleh LSM 

ARuPA, Koling dan DPRD. Proses ini selanjutnya diresmikan Bupati 

pada bulan Februari 2001 melalui SK Bupati Wonosobo No. 

522/20012001, yang Ocrtuju8fl pemOcntukan sebuah forum untuk 

menangani masalah penjarahan hutan dan konflik tata guna lah:m. Sebag<li 

rentetan proses ini, pada bu13n Maret 2001 disusul <.i.engan herdirinya 

Forum Koordil13si Penanganan Penjarahan dan Penataan Bulan 

(FKPPPH). yang anggotanya heriS! perwakilan dari pemerintall daeralt 

Perum Perhut;:mi, Dinas Kebul1111an dan Perkebunan Wonosobo, 

kclr)Inpok pengguna lallau, tokoh masyarak.1t 

danmcd:a. 

Perulasalahan memuncak di tubull FKPPPH kctika perwakilan Perum 

Perhutani keluar dari FKPPPH karena ketidak-setujuannya terhadap 
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rekomeni.llsi FKPPPH. Adapun rekornendasi tersebut yaitu mengenai 

pemberlakuan jeda lingkungan atau penghentian semua kegiatan 

eksploitasi !mtan di 40 desa dalam 6 kecamatan di Wonosobo selama 

enam bulan (Maret sampai September 2001). Rekomeni.l'lsi lainnya adalah 

pengembangan program resolusi sengketa. Dengan keluarnya Perhutani 

maka forum ini herubah nama mcnjadi Tim Multipihak 

Wonosobo 
WouosohoTimSelama masa 

mclakukan perbaikan-perbaikan naskah 

isinya scmakin rncndekati bcntllk rancangan pcratnran dacrah 

yang mendukrulg masyarakat dalam pengeiolaalllml:ln ldcYolnsi). Dalalll 

rangka mendapatkan masukan terhadap naskah atau draft Pcrda PSDIIBM, 

dilakukan kunjungan ke 30 desa. 

Sementara itu sebelum rancangan Perda PSDHBM disyahkan, Perum 

pada tanggal 29 Maret 2001 telal1 mendahului membuat 

keputusan tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat 

-Keputusan Dewan Pengawas Perum Pcrhutani No. 

mencabut Kepuj'lSan Direksi Nomor 

tentang Pengelolaan Hutan Bersama 

Disisi laiIL dalarn waktu yang nyaris herentctan 

kubu \ang menggagas Pcrda PSDHBM secard gencar mulai melakukan 

macam pcrtemuan konsolidasi mulai dari tingkat akar 

~petani). PCrlemuan-pertem l laIl tersebut melibatkan wakil-\\akil pClani 

dan daerall NgadisoIlo. LebaL Ngalian, Kalidack"ip, Besuki. Plulljanlll. 

TambL CandiasaIL Reeo, Maron. dan Maflgunrejo. Dalam diskusi terschllt 

para petani didukung oleh LSM. antat"3 lain: SEPKUBA, Jaring:ul 
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Masyarakat Rutan, Field Organizer Sekretariat Bim Desa di Wonosobo, 

WALHI Jawa Lembaga Pcnguatan Pedesaan dan Advokasi Sosial 

(LePPAS), dan lain sclJagainya, Diskusi ini mengamh pada upaya devolusi 

atau pengelolaan hutan olch rah')'at RasH diskusi-diskusi di tingkat petani 

dituangkan dalam sebuah kes..::pakatan scmentara di tillgkat petani pada 

tang gal to Mci 2001 yang isillya, antara lain: 

(1) 	 Pelaku/aktor Ulallta dalam pcngelolaan sumbercL.'lya hutan adalah 

rakyat: 

(2) 	 Jenis tammall tegakan disesuaikan dcngan keinginan ml.,)'at 

misalnya lllltuk >'.11ayah Ngadisono, Trimulyo, Sumogede, Plunjaran, 

kcinginan rakyat adalah pohen jatL DCf:a Besuki mcnginginkan 

l~1Cnanam pohon damar, dcmiklan pula dengan desa-desa lainnya; 

(3) 	 Teknik penanaman discsuaikan dcngan konctisi pengetahuan 

Teknologi yang digunakan adapt if; 

(5) JarJk tanam-tanaman tegak beIjarak 4-5 m2
; 

(6) 	 Tanaman sela scsuai dengan kebutuhall rakyat; 

Lembaga Pengembangan Sumocrdaya Hutan dilaksanakan dan 

dikontrol oIeh rahyaL dengan tallapan diserahkan kcpada PcmeriIttah 

Daemh dan kemudian discrahkan kcpada Pcmcrint:l.han Desa 

yang berillleraksi langsung dengan hutan: 


Status pengelolaan dilindungi 


(9) 	 Skala prodpksi dibatasi oleh prins]p keleslarian dan memperhatikan 

keauekaragaman <1111 

Sistcm ckonomi untuk kcsejahtcraan rakyat. 

Sebagai kelanjutan atas ke<;epakatan petani terscbut, pada hari 

berikurnya, tanggal J I Mei 2001 sekitar 2.000 petani benmjuk rasa di 
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gedung DPRD Wonosobo dcng:1Il IUlllulall anIma lain pcmbubaran 

Perhutani dan penolakan tcrhadap lanuman pinus yang mcrusak ckosistem 

dan mempcrscmpit sumba kchidllp.'1fl peUmi sekitar hutan (Suara 

.Merdeka, II Mci 2001), 

Setelah melalui berbagai diskusi di tingkat masyarakat pctani, 

akademisi, pemerintal1, dan LSM. maka pada tanggal 20 Oktober 2001 

disyahkan Perda No, 22 Tahun 2001 tcntang Pengelolaaan Sumter Daya 

Hutan Berbasis Masyarakat (PSDHBM). Perumusan draft Perda wi 
dibantu oleh Lembaga ARuPA, namun ~ejak awal sudah dibnsultasikan 

dengan berbagai pihak berkepentingan seperti v\-'akil-wakil organisasi 

petani Wonosobo, DPRD khususnya koOOsi B, Bupati maupun Dishutbun 

Wonosobo. Semangat yang ada ill balik tenninologi sistem PSDHBM 

ad.alall konsep kehutanan sosial dimana rakyat petani wilayal1 hutan 

hanya berpartisipasi tetapi ikut mengambil kepuiusan. Dalam Perda 

PSDHBM ini kewenangan pcngaturan hutan produksi negara bukan pada 

Perhutani tetapi pada Forum Hutan Wonosobo (FUW), masyarakat, dan 

Pemerintah Kabupaten Wonosobo. 

dan jeJas kcberpihakannya Pe~da PSDHBM ini jauh lebih 

kepada rakyat daripada Keputusan Dewan Pengawas Perum Perhutani 

yang ditandatangani Suripto, scbagai Kelua De\van Penga·was selaku 

Keputusan Dewan PengawasPengurus Pcrusaltaan Pemm 

(No. 136fK.PTStDIRJ2001) tent.ang· Pengelolaan Pcmm 
5uga lllcmbuka ru<lltgSumberdaya Rutan Bersama !vlasyarakat 

tentang partisipasi masyarakat Namun dalam sistClll PHBM ini 

masyarakat tidik diberi k.;;wenangail dan akscs yang 111:1s scbagaimana 

clalam sistcm PSDHBM. Dalam Perda PSDHBM, baik Dcsa m:mpllll BPD 
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(Badan Perwakilan Dcsa) mcmpunyai kewenangan mengalur pengclolaan 

hutan. 

Benil1 penolakan Pemerintah Pusat terhadap iniasitif Perda PSDHBM 

mulai bersemai. Ketegangan mengcnai siapa-siapa yang berkuasa alas 

pengambiIan keputusan tentang pengelolaan hutan di wilayah administratif 

14 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Hutan Negara, kewenangan 

pcngelolaan hutan dimaksud berada pada PelUm Perhutani. Untuk 

setiap pengelolaan hutan oleh masyarakat hams dengan pcrsetujuanJ~iin 

PClUm Perhutani atau bekeIjasarua dengan Penun Perhutani. 

Tabcl2. Pasal-pasal dalam PCI'da PSDHBM yang Dianrgap 
Mengancam Kckuasaan dan Akses Perurn Perhutani atas 

Kabupatcn Wonosobo, jclas tcrlihat dari rumusan Pasal 7, Perda 22/2001, 

yakni: 

"Penetapan lokasi PSDHBM dilakukan oleh Pemerintah 

Kahupaten rVonosoho dengan kegiatan inv€ntarisasi dan 

identifikasi cii seluruh wila,.vah lIulan negara yang meJibatkan 

masJ'arakat desa setempat dan Forum Hutan Wonosobo". 

Selain itu dalam PasaJ 11, apt Ill. dinyatakan: 

"Pemerintah Daerah secara terbuka dan transparan 

merumuskan kriteria dan stnndar kemampuan (illengelola) 

masyarakat setempat dcngan memperhatikan masukan dart 

masyarakat dan pihak-pihak terkait /ainnya melalui Forum 

Hulan IFonosobo". 

Disamping itlL masil~ adapula bcbcrapa pasal yang membuat 

Pcrhutani mcnentang keras terbitnya Perda PSDHBM (hhat Tabel 2). 

Bebcrapa kctenluan ill atRs membuat khawatir pihak Pelhutani, 

karena dan proses perijinan hingga pengelolaan. tidak pemah disebut­

sebut nama alau bahkan peran PelU!l1 Perhutani. Padahal, bir.gga sekarang, 

kewen;:mgan pengelolaan tanah negara tcrsebut mentllut mercka masih 

mcmpakan otoritas pihak Perhutani. Scbagai penguat posisi Pcrum 

Perhutani ini terbit surat Gubemur Jawa Tengah No. 180/158 tertanggal 8 

Februari 2002, yang mcnyebutk.an balm'a berdasarkan Pasal 2 PP Nomor 
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Hutan Produksi Nel!ara 
Pasa}'1Q. 

Pasal 
butir f 

Pasal6 ayat 
2 

Pasal 15
3. ayat 1 

sebagaimana illmaKSUG 

!'asal20
4, 

ayat I 

Pasal245. 

Substansi 

lIllIan 
~i:-;kt1\ 

pellgdolaan sumbe;,da:> J hulan ya 11!; 

dilakllkan oleh masyarakal 5.:1.;,,1[",;11 di 
kawasan hutan negara b"rdasarLUl 
fungsi dan p<!11lutukkannya yang 
selanjutnya disingkat dengan 
PSDHBM 

Pcnetap~n lokasi disyahkan me lalui 
Keputusan Bupeti 

Keiompok masyarakat hasH penyiapan 
sebagaimana dimakslid dalam Pasa! 9 
mengajukan permohonan ijin 
PSDHBlvi kepada Bupati mdalui 
Diuas hl!hutanan dan PerKl!bunan, 
dengan sepengetahllan Kepala Desa 
dan Badan Perwaki!an Desa 

pemegang ijin dapat meminta fasilita,i 
kepada Pcmenntah Daerah at:lu 
pendamping dalam rangka 
pengembangan kelembagaan, 
pennod"lall, sumberJaya m,111\hia, 
jaringan mitra keIja, dan alau 
pengemhangan pemasaran d:U1l1,:,lm 

Rencana penge\olaan dislI!'<lll1 okh 
pem~gang ijin secara partisipa:if 
dengan melibatkan sduruh angg,)la 

I
kelompok dan difasilitasi oldl nilla' 
Kehutanan dan Perkebunan atall I.S\1 

I pendamping.
L----'---__ .~--~-=--------
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i'engertian h"',dllll 

diallL:~"p mena tik 111 

k.~bl.!ra,Jaan l\;;rhulaHi 
s~bagai pl.!'ng~ll)la hutan 

n..zg:tra 

Pasal ini dianggap 
m<:llgge:;er peran dan 
kekuasaan Perhutani 

Perhutllni tidak 
dilibatkan dalam proses 
p,;rijinan 

P",hul:lnl tidal.. 
dilibatkan dalam proses 
{X'ngc:I..'iaan 

l'~rhlll"lli lid.I' 
diiihall.;tll d.iI,ltll 
Ill~lt\ llStlll.1I1 1{ ..'HI'aflil 

1't.:I1I',I·hd,\.1I1 

" 
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Sementara itu, setelah Perda PSDHBM diltmcurkan sebagai 

dokumen kebijakan, tim drafting yang dimotori Lembaga ARuP A 

mengadakan serangkaian diskusi untuk memformulasikan Petunjuk 

Pelaksanaan (Juklak) Perda PSDHBM. Kegiatan dimulai tanggal 10 

Desember 2001 dan dilanjutkan tanggal 2-3 Januari 2002 di Wi sma 

Gadjah Mada, Yogyakarta. Selanjutnya disambung kembali pada tanggal 

2-l Jalluati 2002 di Wonosobo. 

Diskusi-diskllSi tcrscbut menghasilkan: (1) rancangan Forum rtutan 

Wonosobo (FIIW) yang sccara hirarkis tcrsusun dari tingkat kabupatcll 

salllpai desa: dall (2) draft Jllklak Pcngclolaan Sllmberdaya Hutan Berbasis 

Masyarakat. Kcanggotaan FHW merupakan cerminan dari pihak-pihak 

yang tcrkait dengan pcngelolaan hUtaI\ antara lain: unsur-unsm 

pemerintah (Bappeda, Assisten II, BPN, Dinas Hutbun, dan Dinas 

Parhvisata), waki1-wakil masyarakat, wakil perguruan tinegi, dan LSM. 

Juklak PSDHBM tersebut direncanakan diterbitkan oleh Bupati sekaligus 

mengawali dimulainya PSDHBM di 19 desa yang berbatasan dengan 

Imtan. 

Gerak cepat PSDHEM di Kabllp2.ten Wonosobo ini l11cnghadapi 

hambatan. Lobi intensif yang dilaktlkan Perum Perhutani kcpada 

Departemen Kehutanan dan Perkebunan membuahkan hasil. Departemen 

Kehutanan dan Perkebunan 1I1clalui Departemen Dalarn Negeri mencoba 

Ii1cncabut Perda PSDHBM \Vonosobo. Selain berjuang membatalkan 

Perda PSDHBM. secara bersamaar: Perhutani memantapkan kerangl(ll 

kcIja Pcngelolaan Hutan Bersama Masyara..l.;:at (PHBM). 

Tm\aran utama dalam PHBM adalah bagi hasil baru antara 

masyarakat dengan Perhutani. Berdasarkan ketentuan yang tertuang dalanl 
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PHBM, bagi hasil antara Perhutani dan masyarakat adalah 75%:25%. 

Bagi hasil seperti ini semakin menegaskan peran Perhutani sebagai 

pemegang kewenangan. Selain itu, besarnya kewenangan Perhutani 

tercermin juga pada pemi1ihan jenis tanarnan yang boleh ditanam 

masyarakat di lahan hutan negara. Perbedaan diskursus ant?Ja PSDHBM 

dan PHBM tersaji pada Tabel 3. 

Berdasarkan Tabel 3 di bawall, terlihat bahwa kebijakan PHBM 

yang diluncurkan oleh Perum Perhutani pada dasarnya merupakan 

tandingan (ltau counter terhadap PSDHBM versi masyarakilt dan 

pemerintah daerah. 

Tabel3. Perbandingan Kebijakan PSDHBM dan PHBM 

~o. {;nsur Kebijakan PSDHBM PIIUM 

l. !I Raim Pengelola Hutan 
Produksi 

Forum Hutan Wonosobo 
(FHW), Masyarakat, dan 
Pemerintah Kabupaten 

Perum Perhutani 

I 
i 

2. 
In,1itusi masyarakat 
yang dibentuk 

I;:e1ompok Tarn Hutan 
(KTH) 

Lembaga Masyarakat Desa 
Hutan (LMDff) 

I 
! 
! 

3. 

4. 

knis tanamar: pokek 
P~rhutani 

Jcnis tanaman sela 

Jati, Pinus, dan Damar 

Tanaman kavu (scngon). 
I t==a,l pangan. dan 
! palawija

I&rdasarkan hasil 

Jati, Pinus. dan Damar 

I 
II Tanaman pangan dan 

palawija 

pcrluumgan.kontribusi 

! 
i 

!, 
I 

I 
I 

I 

,_. 

6. 

Bag! ha:::-il 

~lasa pengelolaan 

ma5mg-nu.smg pthak 
i dalam prvses prvduksi. 
i Bagj hasil minimal 50°0 
! m~varakat: dan 50°0 
I Pcrl;utani 

I 2 rahun, dan dapat 
I dipcrpanjang hingga 10 
I tahun 

25°·0 nFtsya[akat 

I 75°"0 Pcrhutaili 

I 
130 tahun d~ngan masa 

percobaan 6 tahun 

S~:,:~~~ FC'f~:;::Y"tJ D~ 11I\.·~rV'v~s!.-P 

'7::~ 'PeQ}~ ~-;+t",- 133 



4.4 Arena Pertarungan Kekuasaan 

Sebagai jawaban atas diterbilkannya kebijakan PHBM, maka kubu 

PSDHBM melakl1kan diskllsi dan lobi-lobi politik di Wonosobo dan 

Jakarta, yang dilanjutkan dengan gerakan penanaman t,mnh kchutanan 

oleh masyarakat dan demonstrasi mendukung segera dilaksanakannya 

Pcrda PSDHBM. 

Dianlarnnya lobi yang ter:jadi diadakan oleh \vakil-wakil DPRD, 

pellIcrilltah Wonosobo dan pejab:-tt Dephutbun yang oleh Menteri 

Kchuiall:1ll pada langf!al :i Juli- 2 September 2002 diselenggarakan di 

Jakarta. WOllosoho. dan ·Yogyakarta. Sebagai puncak riari lobi-lobi 

Icrsdml adalah pcrnyataan Deplmt dan Perhutani yang dipandang 

mcngece\\akan pihak-pihak yang berkepentingan lain bahwa "Dim! 

Pcmm Perhutani dan Mcntcri Kclmtanan mcmbatalkan pcnandatanganan 

kesepakatan dcngan Bnpati Vlonosobo" Kcndatiptm demikian, yang perlu 

digarisbawahi dari proses melaltirkan Perda PSDHBM yang melibatkan 

masyarakat ini adalah balm'a masyarakat telah ikut scrta dalam proses 

pe1nbelajaran pengdolaan hutan. Bukan saja pcmbelqjaran dalam hal 

lr:.elalurkan produk legal. tetapi d,Jlam pcnyadaran dan kc[rampihm mclalui 

pemetaan panisipatif. membentukan kelompok kerja, membagian tanalt 

garapan, dan sebagainya. 

Sementara itll di ting.kat rakyar petani. penanaman lanah hulan tetap 

berlangsung di berbagai \yilayah seperti dl Desa Kgadisono. Wadaslinlang. 

Bogoran, d.1ll Gunting Tugcl. Pcnaru'llnan tallah hW,ill oleh sekitar 

hutan dilakukan deng,ul sangat temrgan.isir, dan bcrtanggungjawab. 

Mereka mcmbagi tanalt sceara adil. ITicrumami tallah sceara lcrcneana dan 

mempertimbangkan ckosistem. Pohon tegakan diwnam dcngan jarak 4-5 
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m, di sela-selanya ditanam tanaman pangan seperti kete1a pohon. Di 

pinggir-pinggir dekat pematang ditanam pisang sebagai pengikat air. 

Se-dangkan pOOa bagian se1a yang lain masih bisa ditambahkan tanaman 

musiman seperti petai. Di Ngadisono, lebih dari 2.500 petani 

mengorganisir diri dan membagi tanall hutan menjadi ukuran 12 m x 100 

ill untuk ditananli berbagai tanaman pangan dan musiman di seIa-seIa 

tanaillan pinus bam yang ditanam Perhutani. 

Yang menarik dan proses penanaman di tanall hutan negara oleh 

petruu setempat adalah bahwa petani dahun ikut pelaksanakall progmlU 

PSDHBM berangkat daTi kerja bersama-sanla dcngan pemerintah daerah. 

DPRD, LSM dan sesama petani sendiri. Misalnya saja untuk pertemuan­

pertemuan proses multipihak clilakukan pembagian kontribusi, seperti 

tempat pertemuan dan konsumsi dida1l3i Pemda, narasumber dan 

transportasi diusahakan LSM, sedang petani mengorbankan waktu bekelja 

di Iadangnya. Jadi proses diskusi multipihak tidak saja di bidang dialog 

melainkan juga kontribusi materi. 

PerjuBngan yang dilakllkan kclornpok akar rumput (grass root) ini 

pada dasamya unluk memperkuat barisan menghalau konsep PHBM. 

Untuk memperiuas pengaruh, para pihak pcngusung PSDHBM 

menggunakan media massa seperti rndio dan koran lokal sena pcmbuatan 

film dalam dUIl. bahasa. yaitu Indonesia dan lnggri~. Mobilisasi massa juga 

dimanfaatkan Gleh bansan PSDIlBM 

Mobilisasi massa yang paling bcsar dalam bcntuk dernollstrasi digclar 

oleh Aliansi Petani Wonosobo (APW) dan Komite Aksi tmtuk Kedaulatan 

Petani (KAKP). Sekitar 7.000-ac petani dlkerahkan menuju gedung DPRD 

Wonosobo pada tanggal26 September 2002. Para petani ini datang dari 21 
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desa dengan lllenunjuk wakil sebanyak tiga orang dari setiap desa, yakni 

melingkupi desa Gunung Tugel, Bogoran, Kemejimo, Lancar, Sumogede, 

Trimulyo, Ngalian, Kalidadap, Ngadisono, Lebak, Kauman, Tempurejo, 

Selomanik Banyumudal, Candiyasan. Reco, Kapencar, Tambi, Sikunang, 

Sedayu, dan Plunjaran. Mereka didukImg oleh LSM Koling, JKPM, 

ARuPA. SEPKUBA, FPPI, PMIl, FORKOM, dan BEM UNSIQ. Tuntutan 

para petani dan oroop ini berisikan 6 buah peroyataan (Kartodihardjo et al 

yakni: 

I. 	 Prihatin dan mengutuk keras segala bcntl'k penindasan rakyat petani; 

2. 	 l\1cndukulig pcrubahan kebijakan bagi pengembalian hak-hak: 

rak"yat terhadap sumberdaya alanl untuk sebesar-besamya 

kemakmuran rakyat serta melibatkan masyarakat dalam peng1mbilan 

kebijakan da(;rah; 

3. 	 Perhutani telah gagal mengemban alllanat rakyat Indonesia oleh 

karena itu serahkan kembali hak kelola ketangan rakyat; 

.t. 	 Mendukung Pemerintah Daerdh Kabupaten Wonosobo atas sikap dim 

kernauannya untt::k meningkatkan kesejahteraan masrarakat dan 

penyelamatan itngklmgan melalui Perda 22/200 I tentang PSDHBM; 

5. 	 I\1cndcsak Bupati Kabupaten Wonosobo untuk segera 

menandatangill1i Pedornan Pelaksanaan PSDHBM sebelum kerusakan 

sumbcrdaya alam di wilayah Wonosobo benambah P<lrah; dan 

(1. 	 MClluntut senma clemen Pemerintah Daerah (ekseklltif, .\lldikatif 

dan lcgislatif) dan seluruh masyarakat Wonosobo untCIk konsisten 

lllcndukullg pdaks1U"laan PSDHBM sebagai bagian dari usaha 

pcnyclmnatan smnberdaya alum dan lingktIngan sekaligus 

meningkatkan !:c~iilhtera'>Il masyarakat daerah. 
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Sementara itu, strd.tegi advokasi kepentingan Pennn Perhutani 

dilancarkan secara struk:tural-formal mclalui jalur hukum formal dengan 

Departemcn Kehutanan dan Departemen Dalam Negcri di Pusat dan 

Pemcrintah Provinsi Jawa Tengah. 

Pertanmgan dua kelompok ini membingungkan masyardkat 

Wonosobo, di satu sisi, PSDHBM membuka scbnah proses dialog dengan 

banyak pihak sehingga memberikal1 peluang lebih besar bagi masyarakat 

untuk mcnyuarakan reneana mereka atas kawasan hulan scrhl 

mcndapatlcan porsi yang lebih besar dalam bagi hasil hutan kayu d:w aks(:s 

terhadap sumberdaya hutan. Sementara di sisi lain, mcski bagi lIa;,il ~al\)'. 

diterapkan PHBM lebih kedl dibandingkan PSDHBM, kcpasliall akan 

dilaksanakan PHBM Pcrhlltani membuat scba.l~iall lIlasyarakal 

menganggap PSDHBM masih di awang-awang (Adi ct a12005) 

Dalam pertarungan kckuasaan para pihak tcr.scblll. kcrap 

konflik fislk, sepeni pembabatan hutan yang dilanam masyarakal di 11111:111 

negara dan pemukulan ter11adap pendukung PSDHBM olclt kdompok 

massa rang dibawa Perhutani. Hanan Kompas (27 Oktoba :WO-O 

memberitakan bahwa., masyarakat petani Gutan Desa Bog,)ran adalah salah 

satu desa yang dipaksa membabat tanaman albasia yang mercka tan am di 

lahan Perhutani di Kedu Selatfu'l sejak tahun 1999. Til1d;ik;m tersebut di 

bawah ancaman sekclompok massa yang disuruh petugas Pcrhutani Kcdu 

Selatan. 
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Gambar 4. Aksi-aksi Pendukung PHBM dan Menolak PSDHBM 

Sementara itu. menurut basil temuan dari LSM ARuPA dan Dinas 

f:cl!ut:man dan Perkebunan Wonosobo mengungkapkan setidaknya 

Icrda.pat tiga pennasala1wI1 rang terkait dengan konflik, yaitu: 

Kurang sinergisn~a antar stakeholder pengelolaan hutan. 

PoJarisasi PHBM dan PSDHBM seria konflik horisontal. autar 

m3sing-masing pendukungnya adalall bentuk kurang sinergin)a antara 
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stakeholder di Kabupaten W onosobo yang meliputi Pemerintah, 

Perhutani, dan masyarakat 

2. 	 Kepastian hllkum dallim hal akses laban di hutan negara. Akibat 

tidak adanya kepastian hukum dalam pengaturan akses masyarakat di 

laban hulan negara menyebabkan okupasi dan konservasi lal1aIl teIjadi 

sangat cepat. 

3. 	 Karakteristik sosial dan konflik horizontaL Primordialisme 

kelompok, premanisme dan bentuk-bentuk kekerasan lainnya mudah 

mWlcnl di Wonosobo menyebabkan lersumbatnya akses ekonomi 

masyarakat dan minimnya keterscdiaan pekeIjaall. 

Dalam rangka menengalli perseteman antara PSDHBM dan PHBM, 

berbagai tindakan mediasi telah dilakukan meski pada akhirnya 

mengalami kegagalan, seperti mediasi yang dilakukan oleh Departemen 

Kelmk1l1a:1. Selain itn, mediasi yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi 

Jawa Tengall pada bulan Oh.1:ober 2002 terhenti di tengah jalan pada saat 

. Bupati Wonosobo mcnerima smat dari Sekretaris Jenderal Departemen 

Dalam Negeri. 

Keluamya surat nari Sekjen Departcrnen Dalanl Negeri tersebut 

mcmpakan hasil dari tindakan y:mg dilakukan olell Perhuta.'li melalui jahrr 

hukunL dengan cara !uelobi Departemen Dalam Negeri. Perhutani 

bersama-sama Departemen Kelmtanan mcndcsak Departemen Dalam 

i\cgcri untuk membatalkan Perda PSDHBM. Hal ini tertmmg (}alam Surat 

~1enteri Kelmtful31l Nomor 1665!Menhut-fl/2()O:i lertallggal l-t Scptember 

2002.. 

Adapun kutipan penting dari isi sural Ml'ulcri Kdmlan;tll Icrscbut, 

yaitu bahwa ketentuan dalam Pasal 5 Perda Kabupalcn W()IIosobo Nomor 
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22 Tahlffi 2001 yang mengatur penetapan lmtan ncgara scbagai lokasi 

J-IcuESclolaan sumberdaya hutan berbasis masyarakat adalah bcrtcntang,Ul 

dcn8&R KclclI(U,l.u ""'1><.",,) ".u;mt UU No. 41 Tahul1 1999 dan Pasal 2 aytlt 

PI .tIn~kll .~ humf c PP No. 25 Tahun 2000. karena yallg berwcnaub 

1I1elldapkan bwasan hulan negara (tt;rmasllk hutan hak dan hutan 

hel ikuf dCllgall status dan fungsinya ada!ah pcmcrintah. 

Dcpartemcll Dalam membalas surat Menteri 

Kehlltan:ln ter~:cbut melalui Sekjen Departelllcn Dalam Ncgeri dengan 

sura! bC!1Iomor ll:iS.3-f2!2..r'.+/SJ tanggal 2.+ Oklobcr 200} yang 

kcpada Bupati Wonosobo untuk mcnghcnlikan pclaksanaan Perda 

PSDHBM dart selanjutnya mengusulkan proses pencabutan kepada DPRD 

Wonosobo. Pelaksanaan penghentian dan proses pencabulan Perm 

PSDHBM tersebut dilaporkan kepada Metlled Dalalll Negeri selambat­

lambatnya 15 hari sejak diterimanya surat ini. 

Meskipun Sekjen DepaItemen Dalam Negeri sudah memberikan 

surat teguran, Perda PSDHBMbelum dicabllt oleh PemeJ.intah 

Daerah Kabupalen Wonosooo. Sehingga atas dC<;(lka1l Pcrlmtani, pada 

tan6gal 23 Desemcer 2004 Gubemur Jawa Tcngah mclayangkan surat 

kepada MClIteri Dalam Negeri yang intinya mcmillta t\.lenleri Dalam 

Negeri menerbi:kan sural kepuwSaH pelllbatalan Perd;! PSl)HBM. 

~., . Akhirnya. pada tanggal 3 Maret 2005 dikeluarkan SUrJt Keputusan 

Menteri DalaIll Negeri Nomor 9 Tatum 2005 tentang Pembatalan 

Peratur,m Daerah Kabupaten WOLosobo Nomor 22 Taluill 200 I tcntang 

PengelolaM Sumberdaya Rutan Bcrbasis Masyarakat Kabupatcn 

Wonosobo. Daimn surat tersebut. Bupati Wonosob0 diminta 

Soc,~CiL Fove.sty~ c~, fv..:7,Ov,-"e5~!A 
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menghentikan pelaksanaan Perda PSDHBM paling Iambat tujuh hari sejak 

ditetapkan Surat Keputusall ini. 

Berdssarkan urnian di atas, proses pcncabutan Pords PSDHBM 

merupakan pergulatan politik dari tingkat lokal hingga nasional. Terbitnya 

SK Mendagri Nomor 9/2005 dapat dikaL:'lkan merupakaIl hasil desakan 

dari Departcmen Kchutanan dart Gubemur Jawa Tengall, yang tdah dHobi 

secara intensif oleh Perum Perhutani (khususnya Kepala Perhutmli Unit I 

Jawa Tengah). Hal ini ditunjukkan oleh surat Kepala Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah No. 29..J.5/0'+4.3/Lind·SDHlL 30 November 2004 .. 

yang ditujukaIl kcpada Gubcmur Jawa Tcngah, yang isinya menolak 

reneana pengelolaan oleh segelintir masyarakat Wonosobo dan memmta 

untuk memberikan instruksi kepada Bupati Wonosobo agar meneabut 

Perda PSDHBM. 

4.5 Pasca Kontestasi hingga Akomodasi 

Tarik menarik kebijakan pengelolaan hutan Wonosobo antara rezim 

PSDHBM dan PHBM yang berlangsung sejak tallUn 2001-2005 pada 

akhirnya menghasilkan polarisasi komunitas massa. KOllsekuensi logis 

atas polarisasi ini telah memicu scmakin gCIIcamya konflik horizontal 

antar komunitas penduk.lllg suatu kcbijakan: dan semakin tidak 

terkontrolnya okupasi dan kOilservasi lahan hutan oleh masyarakat. Hal 

kCp~lstiail IlUkwn dalam pengatunm ini merupakan ckscs dari 

akses masyarakat terhadap lahan-Iahan hutan negam. 

PeIuncuran Perda PSDHBM mcngindikasikaIl ruai yang kuat dari 

pihak di pemerintah dacrah WOllosobo, DPRD, LSM dart 

masyarakat lokal Ulltuk mengelola hutan seeara dan menjamin 

keberJangsungan fu.:lgsi ekologis, sosi31.. dan ekonomi secara adil dan 

s:.:cl9.~ F'r-eS;Ytj T.>~ IVc;;lOV'[;~o. 
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lestari. Dengan demikian, di mata banyak kalangan Perda ini dinilai melakukan perlawanan kuat mcnolak implementasi Perda, dengan 

mempakan pelopor pcmbaruan kebijakan pengeloJaan hutan yang layak 

menjadi rujukan. Sellingga tidak mengherankan dikcmudian han Perda 

PSDHBM Wonosobo justm menjadi contoh yang baik bagi pengelolaan 

sumberdaya hutan di kabupaten lain, seperti Perda Kabupaten Smnbawa 

No. 25 Tahun 2002 tentang PSDHBM dan Perda kabupaten Larnpung 

Barat No. 18 Tahun 2004 tCHtang Pengelolaan Sumberdaya Alam Lestari 

Ikrbasis Masyarakat (PSDALBM). 

Disisi lain. Perhu(<Il1i mengusllng PHBM sebagai model pengelolaan 

IlIItall. scsliai SK Perum Perhutani No. 136/KPTSIDIRJ200L 

d:1II SK (illl":llllli No. l-f Talmn 2001 tcntang Pengelolaan Sumberdaya 

Illlt;m Ikl:,:lIl1;1 di Jawa Tengah. Secara politis, kebijakan 

11111:111 model PI IBM yang diusung Pcrhutani mengantungi 

kd:.uasa:t\l yang kuat dimulai dari Pemerintah Pusat 

(I Kcitulanan dan Departemcn Da!am Negeri) hingga tingkat 

regional. yakni Pemcrintah Provinsi Jawa Tengah. 

Diskursus kekuasaan antara PSDHBM dan PHBM yang di usung dan 

dipertcl1t~l'1gkan masirig-masirg kubu ptlda dasamya memperebutkan 

akscs d2.n kontrol alas sumberdaya hutan di Wonosobo. Di satu 

sisi Pcrda PSDHBM bcrupaya mcmbllka peluang dan memfasilitasi akscs 

eli daiam pengclolaan lahan hutan negara sebagai solusi atas 

ean!1 marllln~a kondisi pengelolaan hutan di Wonosobo, dcngan 

kcb·crada:lll Perhutani pihak yang steara pcrundal1g­

lcgall\;iS hukum mcngclola hut~l1 ncgara. Tentu 

kehlj·i:,m Perda PSDHBM mcmbuat pih.ak Perhutani secara totalitas 

akscs dan kontrol f,cnuh atas hutan produksi negara. 

F[XC;-Cr"L/ D~, (~I'....~10v1.~~~,n 
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mengajukan PHBM sebagai model tandingan dalam pengelolaan hutan 

negara di Wonosooo. 

Tarik menarik kebijakan yang ditawarkan Perhutani dan Pemda 

Wonosobo yang keduanya berporos pada nasib rakyat ini akhimya tidak 

saja bcrujung pacta ketidakjelasan dan kebingungan di kakmgan 

nanllUl juga menjadikarl terombang-ambingnya upayamasyarakat, 

kedua sistem pengclolaan hutan yang 

cfcktif dikarenakan ditawarkan. Pelda PSDHBM tidak dapat 

tidak mengantungi i71n dari Pemerintah Pusat dan Proyinsi. Sedangkan 

PHBM juga tidak dapat betjalan efektif dikarenakan rendahnya dukungan 

masyarakar dan Pemda. 

Menyadari bahwa kcmandekan implemcntasi kebijakan menghantam 

kGdua kubu -PSDHBM dan PHBM, maka kedua belah pil1ak mencoba 

ll1cgeapai titik temu dengan melakukan diskusi dan negoisasi. Proses 

negosiasi yang berlangsung cti Hotel Radison Y ogyakarta pada tanggal 22 

Aguslns 20m mcnghasilkan kescpakatan bahwa PSDHBM akan 

diiaksanakan di 30 dcsa dan PHBM akan dilaksanak.2n di dcsa-desa 

Kesepakatan ini dircn<:a:t1<1.kan akan dikukuhkan melalui 

pcna.i1datangall oleh Bupati Wonosobo dan Dimt Pcrum Perhuta.rti dengan 

disillisikan Menteri KehuL1na'1. Bersamaan dcngan tcrcetusnya kesepaka.n 

ini. pihak Pcrhutani juga menJalankan prose5 negoisasi lain di tJ.tarJ.Il 

Pemcrintah Pusat Alih-81ih Menteri Kehutanan mengukuhkan nota 

kcsepemahamar, antam Perhutalli dan Pcmda Wonosobo, justru yang 

mUlleul adaLah sepucuk surat yang dilayangkan kepada Menteri Dalam 

Forestrt1 f)l. IV\.-O,o;/,,,,esLc:i 
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Negeri yang mcminta pembatalan Pen:la PSDHBM WOl1osobo pada 

tanggal 11 September 2002 (Sumt Menteri Kchutanan No. 16651Menhut­

T1J20()2). Setelall proses yang cukup panj<wg, akltir dari pertanmgan ini 

dimenangkan oleh Perhutani dengan ditcrbitkannya Kepmcndagri No. 9 

Tahun 2005 pada tanggal 3 Maret 2005 mengenai pcmbatalan Perea 

PSDHBM Wonosobo. 

Menghadapi kondisi in!, kubn PSDHBM Wonosobo tidak menerima 

bcgim saja. Mcrasa yakin PSDHBM masih memiEki dukungan besar dari 

berba?ili pihak. seperti Pemda. DPRD. LSM dan masyarakat di desa-desa 

~ddr<lr Iml;Hl. JIlakn SCC<lra scpihak sistem PSDHBM dijaianknil di desa­

{ksa yallg scia!; <I\\"al tclah dircncanakan sebagai pilot project sistem 

I'SDIlIlM. Di piiJ;lk lain. tanpa tcdcng a Iing-aling, model PHBM juga 

lIlulai diopcrasikHll SCCi1ra massif dell Perhutani. 

Kek'lat,ill kubu PSDHBM yang bergerak di komunitas akar rumput 

dan penggalangan opini d:m wacana di media massa (media nasional dan 

intemasional) telah menghasilkan re-1ksi daTi berbagai kalangan. 

Pembatalan Perda P5DHBM Wonosobo dipanda.ng te/all mengesankan 

sikap ambiguitas pemeriIltall yang setengah 11ati dal:nn mcmbcrikan 

otonom! penge!olaan sumbcrdaya alam kepada daerah. Ballkan secara 

ekstrirrr. P;:UH.J<iliUi.Ul iill dinilai telai' memundurkan proses reformasi di 

sektor kehutanan yang dil1arapkan akan mampu membawa pembahan yang 

IHcfldasar sistem t:ita-kdola dan manajemen kem asan hutan. 

Kcmancekan kcb~jakan smnberdaya hutan di Wonosobo 

Ill! Illulai mcncair sciring peruballan iklim politik dan 

pt11lu in/aha;) eli Kabupaten \Vonosob0. Suksesi kepemimpinan mclalni 

Pemiiu. Pilkad:l. dan PIlkades m.::nawarkall babak bam untuk memperbaiki 

~:::r i .·v).~."A~~:;~,9. 
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kondisi hutan di kabupatcn Wonosobo. Berbagai dialog plm kemudian 

dibuka kembali dengan melibatkan pihak Perhutani didalamnya. 

Puncak dari berbagai rnngkaian dialog pasca dibatalkannya Perda 

PSDHBM oleh Depdagri adalah penandatangan Keputusan Bersama 

antara Kepala Perum Perhutani Unit I Jawa Tengal, dan 8upati Wonosobo 

tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Lestari (PSDHL) di Kabupaten 

Wonosobo. Penandatangan Keputusan Bersama No. 

2871104..U/Hukamasfl dan No. 661!l3/20()6 itu dilakukan pada tallgg<!1 Ll 

Ok1ober 2006. Terbitnya SKB PSDHL ini didnga kuat l1lcrupakan hnsil 

kompromi politik antara siSlcm PSDHBM dan PH13M (lillat nm' I <1;111 

Box 2). 

Dalam Pasall SKU discbutkan balma Illaksml PSDIII, ailal;,11 (blalll 

rangka pengelola,Ul sumberdaya hutall yang dilakllkall t)eIl!';1II IlIdlhatl,;IU 

peran aktif masyarakat sekitar hutan dan din;ls scrl:1 pihak krkail 

(stakeholders) y<.ng sinergis congan pclllbangllu:HI wilaY:lh, dCII/'.all lujtWII 

scbagai upaya rehabiIitasi dan konservasi scrt<! pcnillgkatall lilliln hilI an, 

potensi masyarakat dengan berbagai aktifitas di desa sckitar hU(<l1I yallg 

ada ill wilayah Kabupaten Wonosobo, sehingga dapal mClllbcrikall 

manfaat ekologL sosial dan ekonomi yang op'jmal guna tcrwujudnya 

kelestarian hatan. peningkalan pc:rtumb'lhan ekonomi, dan kesejahteraan 

masyarakat desa sekitar hutan. 

Dimatd L5;\;1 ARuPa. ke1alliran PSDHL sesungf,'llhnya masih tetap 

mencenninkan kekalalkm model PSDHBM, meski fakta menunjukkan 

killi helum di cabut oleh Pemda Wonosobo.Perda PSDHBM 

Sedangkan dan sisi pih,;k Perhutani modd PSDHL searah dengan prinsip­

prinsip PHBM Meski kctidakpuasan tetap ad:1di kubu PSDHBM munun 

soc.~v.L Fc)t"estrc.: D~! 
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model PSDHL tetap diterima sebagai bentuk negoisasi politik sekaligus 

mengindikasikan mulai melunak dan terbukanya pihak Perhutani untuk 

duduk 

hutan. 

bersama memastikan nasib kesejahteraan rakyat petani sekitar 

a. 
b. 
c. 
d. 
e. 
f. 

Box 1. Azas-azasPSDHBM 
Kelestarian fungsi hutan 
Kcsejahteraan masyarakat yang berkeJanjutan 
Pcngelolaan sumberdaya alam yang demokratis 
Keadilan Sosial 
Akuntabilitas public 
Kepastian hukum 

(perda KabupatenWoll()sobo No.22/2001) 

, ..... . 

Box 2.Prinsip-prirtsipPHBM· 

g. Keadilan dan demokratis 
h; Keterbukaan dan Kerjasama 
i. Pembelajaran bersama dlUl salingmemahllilli 
j. Kejelasan hak dan kewajiban 
k. Pemberdayaan ekonomi kerakyatarl 
I. Kerjasama kelembagaan 
m. Perencanaan partisipatif 
n. Kcsederhanaan system dan prosedur 
o. Perhutani sebagai fasiIitator 
p. Kcsesuaian pengeJolaan dengan karakteristik 

wila~·ah. 

(SK Dircksi Perum Perhutani No.136IKPTSDIRl2001) 

<-Socl.QL Fc~-e~t~-H D~ (vtdovve:;~o. 
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1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIilililillllll, 

Hingga saat ini implcmcntasi model PSDHL masih digodog dalam 

Forum Rutan Wonosobo (FHW), berbagai perbedaan pandangan tentu 

masih pula mcngcIl1uka, nllmWl paling tidak SKB PSDHL ini mau tidak 

mau turut pula mcndorong para pihak berkepentingall terhadap 

sumberdaya hutan di W onosobo untuk tetap mencari kesepakatan dan 

solusi terbaik bersama. Tabel 4. dibawah ini menunjukkan kontestasi yang 

berlangsung dikalangan para pihak yang bersengketa sejak awal 

pcrtentangan hingga langkah akomodasi. 

Tabel .t. Para Pihak yang Berkontestasi 

• 
I 

I 

.. 
 • Perum Perhutani 

• Gubemur dan Dinas 

• n Teknis yang terkait di 

DiskursusfKebijakan 

]'\;0. Atribut PSDHB:VI PHBIVI 

, PrC'vinsi Jawa Tengah 1. ,\ktor pcndukung 

• Departcmen Kelmtanan 

• Departemen Dalam 
I• Negeri !

! 
Koling.lhm1a. Walhl. 

PKHR. FWI. I 

SEPKU3.~ Bina Des:! 1 
i Wonosobo. LePP,\S 
i ---- ­

, Institusi mas\arakac I . Kelompok Tani liutan Lembaga !\!asyarakat Desa 
! 2. \.'an,Q djhentuk oJ!?b . J 

Ii' ~ (r;.TH) Hutan (LMDH) I 
I i para pihak I 
L-..l.. I 

. . 
'-S~ c~:.? ~ Fr'(,::~tr-:~ b:.- ,./\./~·'oI'_-e.SL-:Il 
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DisloU''Sus/Kebijakan 


No. 
 PSDHBMAtrlbut PHBM 
-

berkepcntingan 

• Keputu5an Dewan 

I Pengawas P"rum 

I 
 Perhutani No.
I 
136(KPTS!DIR1200 I 

Transformasi P~rda Kabupaten 
t t~ntang PHBM 

WOIl08000 No 2] TahvnDisJwTSlls tnenjadi3. /. IKcpm<:ndagri No.92001 t.mtang PSDHB~f 

Tahun 2005, I 
k~bijakan dan regulasi 

I 
p~mb3.1,,1an Penb I 

I 
I 

PSDHB}'[ Wonosobo I 
I 

II 
Keputusan Betsama antara K~pala Perum P"rhulani I 
Unit I Jawa Tcngah dan Bupati WOllosobo kntang 

Kompromi dan 
Pengeiolaan Sumbcrdaya HUlan I.c:ttari (PSJ)!II.) No. 

Akomodasi 
287li044.3/Hukamasl! dan No. 661:n'2fXI(,. 1.\ 

Oktober 2006. 

4. 

i-. 

Walau Jangkah akomodasi yang ada sekarang ini oleh blangml LSM 

dipandang sebagai kekalahan diskurs:Js rSDHBfvt namWl tidak 

SKB Pengelolaan Sumber Daya Hutan Lcstari (PSDHL) ini dapat 

l~leredakall ketegangan dan konflik di lapangan. ktllbu:::nva dalam 

mencegah konflik horisontal (antara kelompok tani hutan pro PSDHBM 

dan pro PHBM) dan konflik \ertikal (amam kelompok pro PSDHBM 

Perhutani). 

Pcr~m piS3U analisis antropo!ogi keb~iakan tampak kuat dalam 

l11cmbcdah betapa diskursus yang berbcda kctika difom1ll1asikan dalam 

kcbijakan yang berbeda dapat mcnghasilkan taw kelola sumtx:rdaya hUlan 

.:S.sGLA~ Fon:s,tvtJ D~ f/A...!;\DlIlesi~o. 
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yang berbeda. Narnun ekologi politik dapat memberikan pisau analisis 

yang lebih tajam, bahwa perubahan kebijakan tidak hanya merubah 

governance tctapi juga mcrubah rclasi kekuasaan para pihak. 

5. Ekologi Politik dan Antropologi Kebijakan 

Pendekatan ekologi politik (EP) dan antropologi kebijakan (AK) 

melihat persoalan akses darl kontrol sumberdaya hutan kedalam aspek 

sosial-budaya kebijakan, hukum, politik, ekonomi pembangunan, dan 

ekologi. Persoalan kerusakan sumberdaya alam darl lingkungan harns 

dipanclang secara holistik, dcngan menelisik berbagai relasi sosia1 dan 

kuasa yang tcrjalin antara manusia-manusia pelaku pembuat kebijakan, 

motif dan kcpentingan tersembunyi dari para aktor yang mencuat ke 

permukaan dalam bentuk kontestasi kekuasaan, serta irnplikasi krisis 

ekologi yang sccara kasat mata dipandang sebagai kemsakan sumberdaya 

alarn dan lingkungan (Liliat Gambar 1). 

Krisis ekologi yang ditinjau mciaini kcdua pendekatan ini, pada 

dasamya merupakan card menganalisis sualu fCllomcna sccara siklikal, 

memanJ~mg kasus dari dua arah, yakni dari hulu kc hilir (nlltropologi 

kebijakan) dml mempertautkan kcmbali dCllgnn llleltha! aka! pcrsoalan 

dan h.ilir ke hulu (ckologi politik). 
mallaPerspektif antropologi kcbijakan mmnpll 

rda~1 ;1111;>\;1 k..lllbcrbagai aspek sosial-budaya kcbij:!kall, 
I!. II 1111dengan para p-:mbuat. pelakSc1Il3 dan pcncrillla/~;IS;llal\ 

bcrkaitan dengan domain atau maIlg kebijak,iH pC1l1Cri'lt;Ih (:II:H\ IW}'.;ll.11 

yang mcnjadi arena k3jian antropologi kcbijakall (Sh()n~ (\:111 WI 

1997:18-35), yakni: 

S~c~c<L For'C,'::Y/; D~ I:I,d, I'~:.:,~c; 
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1) Kebijakan sebagai diskursus dall kckllasaan I )ISIIII l\l'hlJak:1Il 

dipandang sebagai instnunen tata kclola (L:(/\'el'lltll/I'I') SlIalll 

pemerintahan: 

2) Kebijakan sebagai kendaraan ideologi. Oisini kebUakan hcrpcr:m 

sebagai agen kebudayaan untuk mengkonstruksikan idcntitas bangsa: 

dan 

3) Kebijakan tekllologi politik (political technologv). Oisini 

kebijakan pemerintah dipandang sebagai kendaraan untuk 

mcmperkenalkan pandangan neo-liberal atau rdsionalitas tata kelola 

(rationalities governance) sebagai upaya untuk 

nv;ngkonstruksikan subycktivitas dan pengorganisasian masyarakat 

dalam suatu sistem kekuasaan. 

Rejim kebijakall kehutanan di Wonosobo sangat kental dipengaruhi 

oleh relasi kekuasaan dan interes aktor-aktor berkepentingan di atasnya. 

Idcologi penguasaan kawasan hulan erat terkait motif ekonomi 

politik. Budaya kebijakan dalam bcntuk penerbit,m bcrbagai produk 

pcruncian£-wldangan selahl bcrfungsi scbJgai lcknologi ya!lg 

mampu m~mperta1tal1kal1 dml Illcllillgkatkan aku1I1uIasi kapitaL Sehingga 

mcnjadi tak terhindmkan .iika kerusakan ekologi hulan rnerupakan hasil 

meLmggengkan ideologi IlIltan scbagai pundi-pundi ekonomi dan 

rcsull~UHe berbag<li produk kcbijakan yang melanggengkan kekuasaar. 

mulai dari kerajnan pemerintlihan kolonial. bahkan hingga 

pemerintahan Indonesia. 

Sehingga fenOmeli.a kerusakan ekologis di lapangan dapat ditarik ke 

hulu dengan fok"11S kajian pada pertarungan k-::pentingan (interest) dan 

F;;we.stt'Jj D~ j;."_d,C'.t'_es~?' 
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kckuasaan (politic) para aktor (masyarakat lokal, LSM, negara, 

pemsahaan, dan badan-badan internasional) dalanl akses dan kontrol alas 

sumberdaya alamo Sebab dalam pandangan ekologi politik, faktor 

ketidaksetaraan relasi kekuasaan (unequal power relations) antara para 

aktor tersebut dalam mengakses dan mengontrol sumberdaya alam itulal} 

yang ditengarai faktor penyebab timbulnya kerusakan sumberdaya 

alam di berbagai belallatl dunia (Blaikie 1995; Bryant dan Bailey 1997; 

Peluso 1992, 1995.2003). 

Peluso (1992) dalam pubhkasinya yang beljudul Rich Furest, Poor 

_ Resource Control and Resistance in Java, mcnunjukkan bahwa 

kemiskinan, degradasi hutan jati, dan konflik antar(l masyarakat sckitar 

hutan jati dengan para penguasa,. merupakan buah pertarungan panjang 

kepentingan ekonomi politik dan kekuasaan pemerintah kolonial Bclanda, 

dengan para penguasa lokal (Kerajaan Mataram) dan para petani hutan 

yang kemudian berlanjut hlngga pasca kemerdekaan dengan aktor 

yang berbeda negara,. perusahaan (perum Perhutani) dan masyarakat 

sckitar. Bryant dan Bailey (1997) dalam bukunya - Third rVorld Political 

_ ruenjumpai fenomena yang serupa tcljadi pula di berbagai 

ncgara berkcmbang. Oalam panciangan ekologi politik, krisis ekolagi tidak 

dapat diClnggap sebagai proses yang netraL Hal ini mencakup sumberdaya 

dan konteks y<Ulg berhubungan dcngan ketidaksetara<Ul dalam relasi h:nasa. 

sosial. d1Il ekonomi. 

Persoal<Ul al:ses dan kontrol sumberdaya hutan di Wonosobo 

menUI1j ukkan yang kompleks mcncakup persoalan dcmografi 

(tingginya perlduduk); ketidakjelasan tata batas 

sos~clL D~ 1V'~olAes,LCi 
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marginalisasi mayarakat; dan tumpang tindih kebijakan pClIlcrintah P"S;!t 

dan daerah atas kewenangan pengelolaan sumberdaya hutan. 

Persoalan. kemiskinan mulai me1ingkupi masyaraklll dCSlI /IlIIall, 

justru ketika kebijakan pembangunan memasuki scktor kchlltanall. 

Konstruksi negara atas masyarakat desa lmtan dikonsolidasikan llIcIalui 

pembagian "ilayah menjadi zona-zona politik dim ekonollli yang 

kompleks dan saling bertumpang tindih, pengaturan kcmbali pcndlldllk 

dan sumberdaya di dalam unit-unit iIli. serta pembllatan atman yang 

membatasi bagaimana dan oleh siapa wilaya11 ini dapat dimmuaatkan 

(peluso dalam Li 2002). Hal ini mengindikasikan bal1\va 

ketidakberdayaan masyarakat desa hutan bukan disebabkan faktor budaya 

(eulturaT) atau alam (natliraT) namun lebih disebabkan faktor struktural 

(kebijakan pemeri..,tal1). Salah satu coutohnya adalah dampak proyek 

teritorialisasi untuk hutan lindung atau taman nasional. 

Pendekatan EP dan AK menempatkan kekuasaan (power) sebagai 

faktor penting untuk ditelaah. Pendekatan ini memandang kebijakan tidak 

hanra sebagai instrumen tata kelola (governance) pemerintahan, nanmn 

juga bekcrja sebagai diskursus kekuasaan, agen keoudayaan, kendaraan 

politik (idcologi) untuk melapangkanjalannya suatu kepentingan. dan atau 

sebagai upaya pengorganisasian masyarakat oIeh pemerintah. Schingga 

pada akhimya kebijakan tcrscbut dipandang sebagai produk kontestasi 

l.cpcnlingan ckollomi-politik dan kei-;:uascan para akt'Jr untuk <LK.ses dan 

KOllt rol Slllllbcrdava almn. 

i/kl.:llli p~'Il(!ckata[\ ckologi poli:ik dapat dipetakan dengan lcbihjelas para 

pilla" ) ,m!,; saling bertentangan dabm akses dan kOhITol terhadap 

~'IIIlllK[dil;'a [dam yang dalam hal ini adalal1 ImtB.n pr0duksi negara ill 

,-s:,=.i}~ F--"-'~;:~-'J D~ lVt.,.joVl..tsiD­
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Pulau Jawa. Tabel 4 diatas menunjukkan kontestasi yang berlangsung 

dikalangan para pihak yang bersengketa sejak awal pertentangan hingga 

langkah akomodasi. 

6. Jalan Keluar: Pengelolaan Kolaboratif Sumberdaya Alam 

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalanl rangka 

mCllil1d.akbl~jnti SKB PSDHL, pada tanggal 12 Juni 2007 Bupati 

Wonosobo mengcJuarkan Keputusan Bupati WOllosobo No. 661/538/2007 

tentang Pembcntukan Forum Hutan Wonosobo (FHW), yang di dalanmya 

terdapat tiga kcl0111pok yang berkepentingan yaitu : (1) Pcmerintah 

Daerah. meliputi Bupati/Wakil Bupati dan DPRD serta kepala-kepala 

dinas di lingktmgan Kabupaten "Vonosobo: (2) Perhutani, dan (3) 

masyarakat, yang diwakili oleh LSM. 

Adapun tugas rHW, yaitu : (I) mengembangkan konsep PSDHL 

sccara partisipatif dan tcrintegrasi di Kabupaten Wonosobo: (2) melakukan 

komunikasi dan koordinasi yang mendorong sinergis antar sektor dan 

antar stakeholder untuk me\\ujudkan pengelolaan sumberdaya hutan yang 

lestari; (3) mclakukan monitoring dan e\'aluasi pelaksanaan PSDHL secara 

partisipatif dan tcrintcgrasi di Kabupaten Wonosobo: (4) melakukan 

arbitrase pcn1l3sabhan-pcmL.1Salahan kehutanan: dan (5) melaporkan hasil 

pela.l;:sanaan lugasnya kepada Bupati Wonosoao. 

Adapun susunan keanggotaan fHW. .'aitu: 

• Pembina 	 Bupati \Vonosobo 

• 	 Pengarah \Vakil Bupati Wonosobo dap Sekretaris 

Daerah W onosobo 

Asisten Ekonomi dan Pembangunan• Kctua 

i\DM KKPH Kedu Selatan • Wakil Ketua 

,--SC:::~J.~ Fcn:.:;b-~I D~ (jI·.~JOV\~;~C! 
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• Sekretaris Kepala Dinas Kehutanan dan Pcrkebunan 

Wonosobo 

• Anggota Ketua Kornisi A DPRD Wonosobo, Ketua 

Komisi B DPRD Wonosobo. ADM KKPH 

Kedu Utam, Kepala Bapeda Wonosobo, 

Kepala Dinas Petemakan dan Perikanan 

Wonosobo, Kepala Dinas Pertanian 

Wonosobo. Kepala Dims Pari\yisata 

Wonosobo. Kepala Kantor 

Wonosobo, Kepala Kantor pp 

Wonosobo, Kepala Bagian Hukum Setda 

Wonosobo, Kepala Bagian Perekonomian 

Selda Wonosobo, Kepala Bagian Tata 

Pemerintalul1l Setda Wonosobo, KepaJa SPH 

I Pekalongan, Kepala SPH II 

Kctua LSM Koling, Ketua LSM Seplruba, 

Ketua LSM Kembang Mas. 

Dalam melaksanakan tugasnya. FHW dapat membcntuk kelompok yang 

bersifat Ad Hoc yang terdiri alas: 

(1) 	 ini antara lain 

.. Fasililasi antara n1.1~yarakat 

dengan Pcrhutani. 

" KOlnunikasi dan koordinasi yang mendorGng ant8I s.cktor 

dan antar stakeholder untuk mcwujudkan PSDI-nj. 

.. 'm.-;rv"ll pelaksa.'1aan kepadc1 FH\V. 

Susu:nan j-~t:.t!H6bUt';1.G:l Lt~gj~.j,tj~! ~ }fli tD: 

F:I'r"e"stn/ T~:\L i,ll,",~'DV_.~::;LC{
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: Kepala Bagian Hukum Setda Wonosobo • 	 Ketua 

, KetlJ.a Komisi A DPRD Wonosobo, Kepala • Anggota 

Bagian Tam Pemerintahan Serda Wonosobo, 

Watil ADM Kedu Utara, Ketua LSM 

Sepkuba, Kepala Dinas Pariwisata 

WOllosobo. 

Kclompok Kerja Perencanaan. Pokja ini anlara lain bertugas: 

• 	 Pengembangan konscp PSDHL secara partisipatif da..'1 terintegrasi 

di Kabupaten Wonosobo. 

• Melaporkan pelaksanaan kegiatan FHW. 


Susunan keanggotaan Pokja Perencanaan, yaitu: 


• 	 Ketua Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan 

Wono$obo 

Kepala Bapcda WOIlOSO\)O, Kcpala Scksi• Anggota 

PSDH Kcdu Sclatall, Kcpal:\ I)illa~; 


Pctemakan d<m PcrikmwlI \1/(ltlO~;oh<l. 


Bagian Pcrckonomian Sdda WI!ll(l~,()h!l 


Kepala Dillas Pertalliall WO!losnbo. 


SPH Pekalongan. Kqxil;1 SPII II 


Yogyakarta, Kctua LSM Koling. 


.. 
(3) Kerja Arbitrase Pokja ini antam lain bcrtug:b: 

nptT1.."r.'JI'~n dan v,-, .. ,.,uau konflik. 

.. 	 Komunikasi dan k0onlin.asi yang l'nC'n:inmnu antar scktor 

dan antar stakeholder lm1uk mewu,judkan PSDHL. 

• 	 Melapork:m pelakS<;rulaIl kegia;an kcpada FHW. 

,S~"':::..:?'~ ;':~r~5;:Y ;""~ D~ 
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Susunan keanggotaan Pokja Arbitmsc, yaitu: 

• Kelua Kepala Kantor Satpoi PP WOllosobo 

• 	 AnggoIa Kepala Kantor Kcsbanglilllll:ls WOlJosobo, 

Ketua Komisi B DPRD Wonosobo, Wakil 

ADM Kedu Selat~ Ketua LSM Kembang 

Mas, 

Untuk membantu kelancaraIl administrasi dan pelaksanaan kegiatan 

FHW. maka dibentuk Tim Tekms yang bemmgsi sebagai sekretariat dan 

pclaksanaan looan FHW. Adapllil tugas Tim Teknis yaitu: 

• Melaksanakan tugas-tugas kesekretariatan FHW. 

• Memberikan masuk:m tekIlis berkenaan dengan PSDHL kepada FHW. 

• Mclaksanakan!mengjmplementasikan kebijakan yang diambil oleh 

FHW. 


Susunan keanggotaan Tim Teknis FHW, yaitu: 


• Ketua Kepala Sub Dinas Perlindungau dan 

Rehabilitasi Laban Dinas Kehutanan dan 

Perkebumm Wonosobo 

• Sekretaris Kepala Seksi Rehabilitasi Hutan Dinas 

Kelmtanan dan Perkebunall Wonosobo 

• 	 Anggota Asper KEKPH Ngadisono, Asper KBKPH 

Wono50bo, Kctua LSI\1 Sepkuba, Ketlla LSM 

Koling, Ketua LSM Kembang Mas. Kctua 

LMDB Sukma Jm3 Desa Sinukang. Ketua 

LiviDH RiIIJba Leslari Dcs.-'l Bural 

Dalam pelaksanaan programftfW, dapat dibentuk di tingka! 

kecamatan dan dcsa dengan keputusan Ketu» FHW Sebagai bcntnk 

.~-:;;DtL~1L FDn:;~'~'L-~ D~ !",'<~-J::/"'~::;~':A 

;::-~1'~.n.~'i 'P"";'d~ ~~~"",AJt iSS 

kelembagaai kolaboratif, sumberdaya pembiayaall FHW dibebankan 

kepada APBD Kabupatell W ollosobo, Perhutani, dan sumber dana lain 

yang syah dan tidal<. mengikat. 

Berdasarkan paparan di atas, pembelajaran yang eliperoleh dari kasus 

pengelolaan hutan eli 	 Wonosobo memmjukkan bahwa krisis ekologi 

kehutanan teIjaeli lebill dikarcnakan masalah~masalah institusiollal, seperti 

kapasitas dan kapabilitas organisasi penyelellggam kehutanan, produk 

peraturan-perundangan, sena konf1ik kepentingan antam muHipilUlk 

kehutm131L Menilik konelisi uti, maka strategi ya.lg diperlukan untuk 

memecahkan masalah tidaklah tepat bila eliarahkan pada pcmballasan 

pemecahan masalah-masaJah teknis keilutanan, scbab dalam kondisi illi 

yang dipedukan justru upaya-upaya Kolaboratif Mllltipihak Kchutanall 

yang berfungsi sebagai landasan komtmikasi dan peningkalHn kap(lsila~ 

para pihak dalanl memecahkan masalah·masalah di Japangan, mclalui 

kesepakatan dan tindakan di tingkat pilihan opemsional, ko)cktif, ataupull 

konstitusional. 

Borbagai pcnclitiilfl dan studi mongenai institusi pengelolmm 

sumberdaya hutan yang dilaku~<aIl sejak a\,31 tahun 1990an tdah 

mChgungkapkan bahwa rusaknya hutan dan daya dukung lingh.'l.U1gan 

bukmllah semata-mata oleh adanya motif mCl1c(1ri keuntungan, melainkan 

oleh ketidakjclasan sejunllah hak (bundle of rights, bagi usaha komersial 

l1~aupul1 hak masyar"kai )ang tinggal di dalanl dan eli sekitar hut:an. Oleh 

karena itu tida.k1all mllngkin mcngupas pcmccahan masalah peJcstarian 

sllmbcrdaya hutan tanpa memastika:n tcrjaclinya pembaruan struktur 

pengua'>aaJL pcmilikUl, pemanfaatan da... penggunaan sumbcrdaya alam 

atau sumber-sumber Sebaliknya. untilk memperjuangkau hak-hak 

,Scc.L~L f=cn~:;tn/ll 1..""'_:.Acl.f1"A~S~iA 
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masyarakat atas pellguasaan. pcmilikan, pcmanfaatan dan pcnggm13an 

sumber-sumber agraria dalam pengelolaan hutan terbentur pada bangunan 

sistem pengelolaan butan yang kini te1ah terbungkus budaya birokrasi dan 

kekuasaan uang hasil "kelimpahan" eksploitasi hutan (Kartodihardjo et al 

2003). 

Semangat demokratisasi dan dcscntralisasi pcngclolaan sumberdaya 

alam di Indonesia hendaknya bisa menggiring perubahan ke arah 

pcngclolaan sumberdaya alam yang dihasilkan dari keputusan dan 

till(iakan bersama. Schingga diperlukan proses pembelajaran sosial 

muItipihak. yang mcndorong kepada langkah-langkah pcngelolaan 

kolaboratif atau mcmicu kepentiugan multipihak terhadap sumberdaya 

hut an untuk secara bersmna dan bertanggungjawab mcmanfaatkan dan 

mengelola hutan secara adil dan lestari. 

Kolaboratif Multipihak Kehutanan dilujukan u!ltuk meiembagakan 

pengelolaan Imtan agar lebih ndil, terutama berkaitan dcngan lIpaya 

menata dan mcmperbaiki peugelolaan sumberdaya almn schingga 

kemerosolan daya duklmg lingkungan dapat dicegah, dikcndillik;w dan 

bahkan diperbaiki. Dengan demikian proses Kolaborati[ Multipihak 

Kehut'lnan mcnglUnanatkan: (1) Rcsolusi konflik dalam pcngc\olaall illltall 

oleh muItipihak kehutanan: (2) Menemukan dan pengembang:m pola 

pengclolaan hutan secara Kolaboratif Multipihak Kclml<UlLm: (3) 

Penguatan Institusi loka!. kllUsusnya pcningkatan kapasilas untuk lerEbat 

dalam proses pembuatan dan iIllplcmentasi kebijakan: dan (-+) Pencnlnan 

akscs dan kontroi nmltipihak alas sumbcrdaya hutan dap lalum. 

Ft~-~:;~VI./] f)~" f~\.:J::~/\..-~$~Ct 
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KESIMPULAN 

Pengelolaan Kolaboratif merupakan inovasi institusi untuk mengatasi 

kemandekan kelembagaan., mereduksi konflik, dan membuka j81an 

pengentasan kcmiskinan. Pengeloiaan Kolaboratif lebih tepat dipandang 

sebagai snatu institusi (iokal) yang dijaiankan dan dilembagakan dengan 

filosofi organisasi belajar (learning organization). 

Dalam konteks ini pcngelolaan kolaboratif dipandanga lebih dati 

sekedar partisipasi dari para pemangk'tl kcpcnHngan. Pengelolaan 

kolaboratif merupakan organisasi belajar. dimana semua pemangku 

kcpcntingan terlibat sccara aktif dalam berbagai kegiatan pcngcloiaan. 

termasuk pengcmbangan ,isi bersama, belajar bersama, dan penyesuaian 

praktck-praklek pengclolaan. Sehjngga Fonun Rutan Wonosobo (FHW) 

adalall bentuk kclembagaan kolaboratif yang dibangun bersama oIeh para 

aktor bcrkepentingan daiam mngka tata akses dan kontrol sumberdaya 

hulan di WOllosobo. 

Mcnala-ulang rclasi keknasaan antar aktor, khususnya yang 

bcrkcmulIl dcngan akscs a{/lS sumbcrdaya 81am merupakan agenda yang 

bera! unluk dilaksanakan ketimbang reh"bilita:;i degradasi sumbcrdaya 

ala!n <11n ke;mekaragmnan hayati. 

Pena!:aM akses tidak efektif bila hanya bersandm ekonomi 

(biaya transaksi). Berdasarkan pendekatan ekologi politik dan antropologi 

kebij3.kan, jaring-jaring keknasaan antar akwr yang melalari hak 

akses tertentu, justru mcngcndalikan peranan penting. dJlarn hal po\a 

akscs dan kontrol yang akan tcIjadi. 

DesentraJi'>asi yang menganlh pada d.;;\olusi pcnge10laan sumberdaya 

hutan lela11 coba dilahirkan eli Wonosobo dalam bentuk penerbitan Perda 

sC'c~aL roY"estrL.1 DL f~c;l'ves~Ct
v 
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PSDHBM. Harapanllya. P~ ..da illi lIIalllJlII IIIl~lldOHlIIl~ h'lllpl;tIlV;1 

governance. Namun, cita-cita dcvolusi Pcrda PSDIIIlM WUIIU~llbo gugm 

sebelum ia sempat menanamkan pancang kcbijIIIWIIII)':t. I'clIIhdll;ar:1Il 

penting yang dapat dipctik dari kasus pengelolaan sumbcnlaya lillIan di 

Wonosobo menyiratkan bahwa kebijakan yang berpihak pada mkyat dan 

masyarakat lidak sekedar memperoleh dukungan yang luas dari 

rakyat, tetapi mampu diadopsi masyarakat dalam jangka waktu yang 

lama kendati kebijakan tersebut kemudian ditolak oleh pemerintah pusat 

SOCcUll f-OyestyV1 Pl, 11IC;:;\OVveS~~1 
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